
Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

Pendapatan Daerah Yang Optimal Target Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)

Tercapainya Target Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)

Catatan: Serang,        September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

1 2 3 4

1
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum 

Maksimal Tercapai
1

Kondisi pandemi covid-19 di wilayah Provinsi

Banten yang belum berakhir

Realisasi Belanja dan Target Pendapatan belum 

maksimal 

2

Kemungkinan pemberlakuan Kebijakan PPKM

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

level 3 di Banten masih dilakukan

3 Daya beli masyarakat masih menurun

Serang,        September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

No. Pernyataan Risiko Dampak

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

: Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

: Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyebab



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Nama Kegiatan
Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko
Skor 

Kemungkinan
Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Maksimal Tercapai

Kondisi pandemi covid-19 di wilayah Provinsi Banten yang belum berakhir 3,00 2,00 6,00
Kemungkinan pemberlakuan Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) level 3 di Banten masih dilakukan
3,00 1,00 3,00

Daya beli masyarakat masih menurun 3,00 2,00 6,00

Serang,        September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
: Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi 

tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 

3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 

2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira 

sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 

5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Nama Kegiatan : Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Belum Maksimal Tercapai

Kondisi pandemi covid-19 di wilayah 

Provinsi Banten yang belum berakhir

Kebijakan pemerintah melalui 

insentif pajak untuk masyarakat

Regulasi SE Insentif pajak 

Kemungkinan pemberlakuan Kebijakan 

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) level 3 di Banten 

masih dilakukan

1. Sosialisasi Pajak Daerah 

secara Digital

Kegiatan intensifikasi 

Pajak Asli Daerah

SE

2. Pelayanan pembayaran pajak 

daerah melalui digitalisasi

Kegiatan Ekstensifikasi 

Pajak Asli Daerah

SE

Daya beli masyarakat masih menurun Inovasi dan pendekatan 

pelayanan

Pelayanan secara 

Digitalisasi

SE

Serang,        September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

: Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Petunjuk Pengisian

Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi Pajak 

Daerah



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Nama Kegiatan : Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Maksimal Tercapai

Kondisi pandemi covid-19 di wilayah Provinsi 

Banten yang belum berakhir

Regulasi 12 Bulan Kepala Badan

Kemungkinan pemberlakuan Kebijakan PPKM 

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat) level 3 di Banten masih dilakukan

Kegiatan intensifikasi Pajak Asli Daerah 12 Bulan Kepala Badan

Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Asli Daerah 12 Bulan Kepala Badan

Daya beli masyarakat masih menurun Pelayanan secara Digitalisasi 12 Bulan Kepala Badan

Serang,        September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Nama Kegiatan : Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan Kegiatan

Uraian
Target 

Waktu
Penanggung Jawab Uraian

Realisasi 

Waktu
Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum 

Maksimal Tercapai

Kondisi pandemi covid-19 di wilayah Provinsi Banten 

yang belum berakhir

Regulasi 12 Bulan Kepala Badan

Kemungkinan pemberlakuan Kebijakan PPKM 

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 

level 3 di Banten masih dilakukan

Kegiatan intensifikasi Pajak Asli Daerah 12 Bulan Kepala Badan

Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Asli Daerah 12 Bulan Kepala Badan

Daya beli masyarakat masih menurun Pelayanan secara Digitalisasi 12 Bulan Kepala Badan

Serang,        September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 003

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian 

Sasaran Perangkat Daerah

(per tolok ukur)

Tujuan Kegiatan

Nama  

Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 7

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan 

daerah yang berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

sumber daya aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan 

akuntabel, efektif dan efisien

2. Pendapatan daerah yang optimal

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Dalam rangka Tersusunnya 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Rd. BERLY 

RIZKI 

NATAKUSUMAH

, SH, M.Si

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi danPenyusunan DPA-

SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Serang,    September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama  Penanggung Jawab :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan 

Kegiatan                

:  Dalam rangka  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

   dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

(1) (2) (3) (4)

1 Belum tersedianya dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang

tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

belum tepat waktu dan sesuai dengan

RPJMD

Rencana Strategis Badan Pendapatan  

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Serang,    September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

No. Pernyataan Risiko Dampak

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Sumber Resiko



Lampiran 3

Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan :  Dalam rangka  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

   dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

No Uraian Risiko
Skor 

Kemungkinan

Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1 Belum tersedianya dokumen  Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan 

RPJMD

2 2 4

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten



No
Kriteria 

Kemungkinan 
Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak 

diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih 

besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 

tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, 

tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 

tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 

50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali 

dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam 

setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan Kegiatan :  Dalam rangka  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

   dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Belum tersedianya dokumen  Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

Data Perencanaan 

yang efektif

Dokumen Perencanaan 

berbasis SIPD

KE Data yang disampaikan 

harus up-date

Data evalusi dan 

pelaporan yang 

akuntabel

Dokumen Evaluasi dan 

Pelaporan berbasis SIPD/ 

SIMRAL

KE kebijakan yang tidak 

berubah-ubah dari 

Bappeda /BPKAD terkait 

penyusunan Renja OPD 

dan Penyusunan Anggran

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA YANG MASIH 

DIBUTUHKAN



Lampiran 7

Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan Kegiatan :  Dalam rangka  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

   dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

1 2 3 4 5 6

1 Belum tersedianya dokumen  Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan 

RPJMD

Penginputan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu 

dan Efisien

Januari Sekretaris 

Penginputan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 

yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

Desember Sekretaris 

Serang,    September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

KeteranganNo. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian



Lampiran 9

Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan Kegiatan :  Dalam rangka  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

   dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Belum tersedianya dokumen  

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang tepat waktu dan 

sesuai dengan RPJMD

Penginputan Dokumen Perencanaan 

Tepat Waktu dan Efisien

Januari Sekretaris

Penginputan Dokumen Evaluasi dan 

Pelaporan yang tepat waktu dan 

sesuai dengan RPJMD

Desember Sekretaris

Serang,    September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 1). Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2). Menciptakan Kesejahteraan 

Pegawai

1). Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat                                             

2). Terwujudnya penata usaha 

keuangan dan pencapaian 

kinerja program yang 

mendukung yang mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi 

SKPD

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal                                       

3. Capaian SAKIP (Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah) Pemerintah Provinsi 

Banten

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

1) Terlaksananya Koordinasi 

dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD

2) Terlaksananya 

Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Terlaksananya Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) Terlaksananya 

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5). Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6). Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Catatan: Serang,         September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan               : 1) Terlaksananya Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

2) Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

(1) (2) (7)

1
Penyampaian data dari 

Bidang/UPTD terlambat diterima

Penyusunan laporan keuangan OPD tidak 

tepat waktu

2

Kurang Pemahaman SDM terhadap 

regulasi yg berkaitan dengan 

pelaporan pajak

Terlambatnya pelaporan SPT Masa dan SPT 

Tahunan

3
Penyampaian data pegawai 

terlambat

Penyaluran gaji pegawai tidak tepat waktu

Serang,         September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

No. Pernyataan Risiko Dampak

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko

Skor 

Kemungkinan

Skor 

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5

1
Penyampaian data dari 

Bidang/UPTD terlambat diterima
3,00 2,00 6,00

2

Kurang Pemahaman SDM 

terhadap regulasi yg berkaitan 

dengan pelaporan pajak

3,00 2,00 6,00

3
Penyampaian data pegawai 

terlambat
3,00 2,00 6,00

Serang,         September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar RisikoKepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: 1) Terlaksananya Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

2) Terlaksananya Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Terlaksananya Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) Terlaksananya Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi 

tidak diabaikan
Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 

3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 

2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50
Mungkin  terjadi kira-kira 

sekali dalam setahun
Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 

5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Penyampaian data dari 

Bidang/UPTD terlambat 

diterima

Penyampaian data dari 

Bidang/UPT tepat waktu dan 

akurat

data yang digunakan 

sebelum dilakukan 

rekonsiliasi

KE Data yang disampaikan 

harus up-date

2 Kurang Pemahaman SDM 

terhadap regulasi yg 

berkaitan dengan pelaporan 

Menyusun dan memberikan 

Pemahaman Regulasi terhadap 

SDM yang ada 

Pemahaman SDM hanya 

berdasarkan pengalaman 

dari tenaga yang terdahulu

KE SDM berpengalaman pada 

bidangnya dengan dilakukan 

pelatihan/bintek/kursus
3 Penyampaian data pegawai 

terlambat

Data Pegawai yang akurat dan 

tepat waktu

Penyusunan data pegawai di 

rekapitulasi dengan teliti jauh 

sebelum waktu yang 

ditentukan

KE Data yang disampaikan 

harus up-date

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

YANG HARUS ADA 
YANG SUDAH ADA

YANG MASIH DIBUTUHKAN

: 1) Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

2) Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1
Penyampaian data dari Bidang/UPTD terlambat 

diterima

data yang digunakan sebelum dilakukan 

rekonsiliasi
10 Hari Sekretaris

2
Kurang Pemahaman SDM terhadap regulasi yg 

berkaitan dengan pelaporan pajak

Pemahaman SDM hanya berdasarkan 

pengalaman dari tenaga yang terdahulu
10 Hari Sekretaris

3 Penyampaian data pegawai terlambat
Penyusunan data pegawai di rekapitulasi dengan 

teliti jauh sebelum waktu yang ditentukan
10 Hari Sekretaris

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: 1) Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

2) Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Penyampaian data dari 

Bidang/UPTD terlambat 

diterima

data yang digunakan sebelum 

dilakukan rekonsiliasi

10 Hari Sekretaris

2 Kurang Pemahaman SDM 

terhadap regulasi yg berkaitan 

dengan pelaporan pajak

Pemahaman SDM hanya 

berdasarkan pengalaman dari 

tenaga yang terdahulu

10 Hari Sekretaris

3 Penyampaian data pegawai 

terlambat

Penyusunan data pegawai di 

rekapitulasi dengan teliti jauh 

sebelum waktu yang ditentukan

10 Hari Sekretaris

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: 1) Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

2) Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian 

Sasaran Perangkat Daerah

(per tolok ukur)

Tujuan Kegiatan

Nama  

Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 6 7

1

Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan 

daerah yang berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

sumber daya aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan 

akuntabel, efektif dan efisien

2. Pendapatan daerah yang optimal

Administrasi Barang Milik Daerah
Dalam rangka Terlaksananya 

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rd. BERLY RIZKI 

NATAKUSUMAH, 

SH, M.Si

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD 

Pengamanan Barang Milik Daerah 

SKPD 

Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Serang,          September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Administrasi Barang Milik Daerah

Nama  Penanggung Jawab :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan 

Kegiat

:  Dalam rangka Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

(1) (2) (3) (4)

1 Belum terlaksananya pengelolaan dan

pengamanan barang milik daerah

dengan Optimal 

Barang milik daerah pada Opd belum

terkelola dengan baik sesuai dengan

pemanfaatannya

Rencana Strategis Badan Pendapatan  

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Serang,       September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

No. Pernyataan Risiko Dampak

Pemerintah Provinsi Banten

Sumber Resiko

DAFTAR RISIKO



Lampiran 3

Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Administrasi Barang Milik Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan :  Dalam rangka Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1
Belum terlaksananya pengelolaan 

dan pengamanan barang milik 

daerah dengan Optimal 

2 2 4

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten



No
Kriteria 

Kemungkinan 
Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak 

diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih 

besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 

tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, 

tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 

tahun

Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali 

dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam 

setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Administrasi Barang Milik Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan Kegiatan :  Dalam rangka Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Belum terlaksananya pengelolaan dan pengamanan 

barang milik daerah dengan Optimal 

Lebelisasi Barang milik 

Daerah

Kartu Inventaris Barang 

(KIB, A,B,C,D,E,F)

E Pelebelan dengan 

menggunkan Barqode

Data Mapping Barang 

dengan kode barang 

108

Buku Inventaris Barang E Pemetaan dan Mapping 

Barang sesuai Kode 

Barang

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA YANG MASIH 

DIBUTUHKAN



Lampiran 7

Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Administrasi Barang Milik Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan Kegiatan :  Dalam rangka Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 2 3 4 5 6

1 Belum terlaksananya pengelolaan dan 

pengamanan barang milik daerah dengan 

Optimal 

Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah November Sekretaris 

Monitoring Evaluasi Kendaraan Dinas Oktober Sekretaris 

Serang,    September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

KeteranganNo. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian



Lampiran 9

Perangkat Daerah :  Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :  Administrasi Barang Milik Daerah

Nama PPTK :  Rd. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.Si

Tujuan Kegiatan :  Dalam rangka Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Belum terlaksananya pengelolaan 

dan pengamanan barang milik 

daerah dengan Optimal 

Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik 

Daerah

November Sekretaris

Monitoring Evaluasi Kendaraan Dinas Oktober Sekretaris

Serang,        September 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN  DAERAH

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP



Lampiran 1

5

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Peningkatan Pengelolaan 

Retribusi Daerah

1) Terlaksananya Rapat 

Koordinasi dengan OPD 

Penghasil dilingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten

2) terlaksananya Monitoring 

dan Evaluasi Pengelolaan 

Retribusi Daerah mengenai 

kebijakan peraturan 

perundang-undangan 

terhadap OPD Penghasil                                         

Catatan: Serang,        September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

APBD TAHUN ANGGARAN 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tujuan Kegiatan               : 1) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan 

OPD Penghasil dilingkungan Pemerintah 

Provinsi Banten

2) terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 

Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai 

kebijakan peraturan perundang-undangan 

terhadap OPD Penghasil                                         

(1) (7)

1

a
waktu pejabat bersamaan dengan agenda lain, 

disposisi pimpinan

Tidak dapat memberikan data, masukan dan 

keputusan terkait kebijakan dan pelaksanaan 

tekhnis retribusi

b

belum adanya perjanjanjian kerjasama 

Tidak bisa mendeteksi secara maksimal 

pelaksanaan proses penerimaan retribusi 

daerah.

c
Tidak ada Tenaga ahli dengani kompetensi 

bidang Retribusi yang bertanggungjawab  dalam 

pengelolaan pencapaian target Retribusi Daerah

Kualitas dan ketepatan solusi pemecahan 

masalah engelolaan pencapaian target 

Retribusi Daerah tidak maksimal 

1

d

Panjangnya proses administrasi dan jarak 

tempuh

Data Potensi retribusi Daerah dari OPD 

Penghasil tidak akurat

e Kurangnya anggaran terkait efisiensi  Banyak masyarakat umum yang tidak 

mengetahui dengan pelayanan retribusi 

disuatu OPD penghasil

Serang,        September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Penyebab Dampak

(2)

Rapat Koordinasi Retribusi

No. Pernyataan Risiko

Peserta rapat yang ditugaskan oleh 

OPD bukan Eselon 4 atau Staf 

Tekhnis yang membidangi Retribusi

Kurangnya  SDM dengan kompetensi 

yang sesuai dibidang retribusi daerah 

untuk melakukan Monitoring dan 

Evaluasi 

Kurangnya keterlibatan tenaga 

ahli/narasumber dalam bidang 

Retribusi

Laporan Rekapitulasi data Retribusi 

dari OPD Penghasil tidak lengkap 

atau terlambat disampaikan kepada 

Bapenda.
Kurangnya promosi/Publikasi 

terhadap pelayanan yang ada disetiap 

OPD Penghasil

Monev Retribusi

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko
Skor 

Kemungkinan

Skor 

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5

1

Peserta rapat yang ditugaskan oleh 

OPD terkait tidak sesuai yang 

diharapkan

3,00 1,00 3,00

2

Kurangnya pemahaman dan jumlah 

personil SDM Monitoring dan 

Evaluasi retribusi daerah 

2,00 1,00 2,00

3
Kurangnya keterlibatan tenaga 

ahli/narasumber yang mumpuni
2,00 1,00 2,00

4

Penyajian data yang disampaikan 

tidak lengkap atau terlambat 

disampaikan oleh OPD penghasil

1,00 1,00 1,00

5

Kurangnya promosi/Publikasi 

terhadap pelayanan yang ada 

disetiap OPD Penghasil

3,00 2,00 6,00

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar RisikoKepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: 1) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan 

OPD Penghasil dilingkungan Pemerintah 

Provinsi Banten

2) terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 

Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai 

kebijakan peraturan perundang-undangan 

terhadap OPD Penghasil                                         

: Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah



No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak
Skala 

Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Peserta rapat yang 

ditugaskan oleh OPD terkait 

tidak sesuai yang 

Sosialisasi atau pembuatan surat 

undangan agar disebutkan secara 

spesifik materi rapat dan peserta 

Peserta rapat yang hadir 

selalu berganti-ganti

KE Peserta rapat yang 

ditugaskan seharusnya 

yang membidangi

2 Kurangnya pemahaman 

dan jumlah personil SDM 

Monitoring dan Evaluasi 

retribusi daerah 

menyusun dan memberikan 

pemahaman regulasi terkait 

dengan monitoring retribusi 

daerah terhadap SDM yang ada 

Pemahaman SDM hanya 

berdasarkan pengalaman 

dari tenaga yang terdahulu

KE SDM berpengalaman pada 

bidangnya melalui 

pendidikan dan pelatihan

3 Kurangnya keterlibatan 

tenaga ahli/narasumber 

yang mumpuni

keterlibatan tenaga 

ahli/narasumber yang mumpuni

menggunakan SDM/ASN 

yang telah ada

KE tenaga ahli/narasumber 

yang mumpuni

4 Penyajian data yang 

disampaikan tidak lengkap 

atau terlambat disampaikan 

data potensi retribusi daerah yang 

lengkap dan akurat

data potensi retribusi daerah 

tahun yang lalu

KE data potensi retribusi 

daerah yang lengkap dan 

akurat

5 Kurangnya 

promosi/Publikasi terhadap 

pelayanan yang ada 

disetiap OPD Penghasil

adanya anggaran untuk promosi 

dan publikasi

menggunakan felfet atau 

anggaran secukupnya

KE anggaran yang memadai 

untuk promosi publikasi

1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

: 1) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

2) terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan 

terhadap OPD Penghasil                                         

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1
Peserta rapat yang ditugaskan oleh OPD terkait 

tidak sesuai yang diharapkan
Peserta rapat yang hadir selalu berganti-ganti 20 Hari

Kepala Badan 

Pendapatan 

2
Kurangnya pemahaman dan jumlah personil 

SDM Monitoring dan Evaluasi retribusi daerah 

Pemahaman SDM hanya berdasarkan 

pengalaman dari tenaga yang terdahulu
30 Hari Kepala Bidang Retribusi

3
Penyajian data yang disampaikan tidak lengkap 

atau terlambat disampaikan oleh OPD penghasil
data potensi retribusi daerah tahun yang lalu 5 hari Kepala Bidang Retribusi

4

Laporan Rekapitulasi data Retribusi dari OPD 

Penghasil tidak lengkap atau terlambat 

disampaikan kepada Bapenda.

data potensi retribusi daerah tahun yang lalu Kasubid Retribusi

5

Kurangnya promosi/Publikasi terhadap 

pelayanan yang ada disetiap OPD Penghasil
pengajuan penambahan anggaran pada OPD 

penghasil

1 Kolom 1 berisi no urut

2  Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: 1) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

2) terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan 

terhadap OPD Penghasil                                         

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Peserta rapat yang 

ditugaskan oleh OPD terkait 

tidak sesuai yang diharapkan

Peserta rapat yang hadir 

selalu berganti-ganti

20 Hari Kepala Badan 

Pendapatan 

2 Kurangnya pemahaman dan 

jumlah personil SDM 

Monitoring dan Evaluasi 

retribusi daerah 

Pemahaman SDM hanya 

berdasarkan pengalaman dari 

tenaga yang terdahulu

30 Hari Kepala Bidang 

Retribusi

3 Penyajian data yang 

disampaikan tidak lengkap 

atau terlambat disampaikan 

oleh OPD penghasil

data potensi retribusi daerah 

tahun yang lalu

5 hari Kepala Bidang 

Retribusi

4

Laporan Rekapitulasi data 

Retribusi dari OPD Penghasil 

tidak lengkap atau terlambat 

data potensi retribusi daerah 

tahun yang lalu

5

Kurangnya promosi/Publikasi 

terhadap pelayanan yang 

ada disetiap OPD Penghasil

pengajuan penambahan 

anggaran pada OPD penghasil

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: 1) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

2) terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap 

OPD Penghasil                                         



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

 Pelaporan Pengelolaan Retribusi 

Daerah

1) Terlaksananya Rekonsiliasi

Retribusi dengan OPD Penghasil

Provinsi Banten setiap bulan,

sebanyak 12 kali rapat dalam 1

tahun;

2) Terlaksananya Monitoring

Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan Retribusi Daerah

terhadap OPD Penghasil setiap

bulan, sebanyak 12 dokumen

dalam 1 tahun.                                        

Catatan: Serang,        September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

(1) (3) (4) (5)

1

Pelaksanaan Rekonsiliasi data 

bulanan OPD tidak efektif

Tidak dapat memberikan data yang valid dan 

keputusan yang diharapkan

Tidak dapat memberikan data, masukan dan 

keputusan terkait kebijakan dan pelaksanaan 

tekhnis retribusi pada saat Rekonsiliasi

2

Penyusunan Laporan Realisasi 

Penerimaan Retribusi Daerah 

terhadap OPD Penghasil tidak tepat 

waktu disajikan

Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan 

Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasil 

terlambat/tidak diterima dari OPD

Terhambatnya penyusunan laporan realiasasi 

Penerimaan Retribusi Daerah terhadap OPD 

Penghasil tidak sesuai dengan target yang 

telah disepakati 

Serang,        September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Pemerintah Provinsi Banten

1) Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi dengan 

OPD Penghasil Provinsi Banten  setiap bulan, 

sebanyak 12 kali rapat dalam 1 tahun;

2) Terlaksananya Monitoring Penyusunan Laporan 

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap 

OPD Penghasil setiap bulan, sebanyak 12 dokumen 

dalam 1 tahun.                                        

No.
Pernyataan Risiko

1) Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi dengan OPD Penghasil Provinsi Banten  setiap bulan, sebanyak 12 kali rapat dalam 1 tahun;

2) Terlaksananya Monitoring Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasil setiap bulan, sebanyak 12 

dokumen dalam 1 tahun.                                        

: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

DAFTAR RISIKO

Tujuan KegiatanPenyebab Dampak

(2)

Rekonsiliasi Retribusi dengan OPD 

Penghasil Provinsi Banten

Monitoring Penyusunan Laporan 

Realisasi Penerimaan Retribusi 

Daerah terhadap OPD Penghasil



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko
Skor 

Kemungkinan

Skor 

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5

1
Pelaksanaan Rekonsiliasi data 

bulanan OPD tidak efektif
3,00 3,00 9,00

2

Penyusunan Laporan Realisasi 

Penerimaan Retribusi Daerah 

terhadap OPD Penghasil tidak tepat 

waktu disajikan

3,00 2,00 6,00

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar RisikoKepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

1) Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi dengan OPD Penghasil Provinsi 

Banten  setiap bulan, sebanyak 12 kali rapat dalam 1 tahun;

2) Terlaksananya Monitoring Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan 

Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasil setiap bulan, sebanyak 12 

dokumen dalam 1 tahun.                                        

: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi 

tidak diabaikan
Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 

3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 

2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50
Mungkin  terjadi kira-kira 

sekali dalam setahun
Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering



Lampiran 5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Pelaksanaan Rekonsiliasi data 

bulanan OPD tidak efektif

Seharusnya peserta rapat yang 

ditugaskan oleh OPD terkait 

sesuai yang diharapkan

Peserta rapat yang hadir 

selalu berganti-ganti

KE
Peserta rapat yang 

ditugaskan setiap bulan 

untuk melakukan rekon 

seharusnya pejabat yang 

membidangi pelaporan 

keuangan di OPD 

1. Membuat Berita Acara yang 

ditandatangani langsung oleh 

Pejabat terkait saat Rapat 

Rekonsiliasi

2. Melakukan Rekonsiliasi data 

setiap di awal bulan dengan OPD 

Penghasil

Melakukan Rekonsiliasi data 

setiap di awal bulan dengan 

OPD Penghasil

KE Membuat MOU dengan 

Bank Persepsi untuk 

pembayaran Retribusi

2 Penyusunan Laporan Realisasi 

Penerimaan Retribusi Daerah 

terhadap OPD Penghasil tidak 

tepat waktu disajikan

 Penyusunan Laporan Realisasi 

Penerimaan Retribusi Daerah 

terhadap OPD Penghasi disajikan 

tepat waktu

Laporan Realisasi 

Penerimaan Retribusi 

Daerah terhadap OPD 

Penghasi disajikan 

terlambat/tidak tepat waktu

KE Laporan Realisasi 

Penerimaan Retribusi 

Daerah terhadap OPD 

Penghasi tepat waktu setiap 

bulan

1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

1) Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi dengan OPD Penghasil Provinsi Banten  setiap bulan, sebanyak 12 kali rapat dalam 1 

tahun;

2) Terlaksananya Monitoring Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasil setiap bulan, 

sebanyak 12 dokumen dalam 1 tahun.                                        

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1
Pelaksanaan Rekonsiliasi data bulanan OPD tidak 

efektif

Seharusnya peserta rapat yang ditugaskan oleh 

OPD terkait sesuai yang diharapkan
5 Hari Kepala Badan Pendapatan 

Saat membuat Undangan Rapat 

Rekonsiliasi
1. Membuat Berita Acara yang ditandatangani 

langsung oleh Pejabat terkait saat Rapat 

Rekonsiliasi

2 Hari Kepala Badan Pendapatan Saat melakukan Rapat 

Rekonsiliasi

2. Melakukan Rekonsiliasi data setiap di awal 

bulan dengan OPD Penghasil
5 Hari

Kepala Sub Bidang 

Retribusi
Saat melakukan Rekonsiliasi

2
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan 

Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasil tidak 

tepat waktu disajikan

 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan 

Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasi 

disajikan tepat waktu

7 Hari Kepala Badan Pendapatan 
Dari mulai pembuatan surat 

undangan sampai pelaksanaan

1 Kolom 1 berisi no urut

2  Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

1) Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi dengan OPD Penghasil Provinsi Banten  setiap bulan, sebanyak 12 kali rapat dalam 1 tahun;

2) Terlaksananya Monitoring Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasil setiap bulan, 

sebanyak 12 dokumen dalam 1 tahun.                                        

Target Waktu Penanggung Jawab



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pelaksanaan Rekonsiliasi 

data bulanan OPD tidak 

efektif

Seharusnya peserta rapat 

yang ditugaskan oleh OPD 

terkait sesuai yang diharapkan

5 Hari Kepala Badan 

Pendapatan 

1. Membuat Berita Acara yang 

ditandatangani langsung oleh 

Pejabat terkait saat Rapat 

Rekonsiliasi

2 Hari Kepala Badan 

Pendapatan 

2. Melakukan Rekonsiliasi 

data setiap di awal bulan 

dengan OPD Penghasil

5 Hari Kepala Sub Bidang 

Retribusi

2 Penyusunan Laporan 

Realisasi Penerimaan 

Retribusi Daerah terhadap 

OPD Penghasil tidak tepat 

waktu disajikan

 Penyusunan Laporan 

Realisasi Penerimaan 

Retribusi Daerah terhadap 

OPD Penghasi disajikan tepat 

waktu

7 Hari Kepala Badan 

Pendapatan 

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

1) Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi dengan OPD Penghasil Provinsi Banten  setiap bulan, sebanyak 12 kali rapat dalam 1 tahun;

2) Terlaksananya Monitoring Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap OPD Penghasil setiap bulan, 

sebanyak 12 dokumen dalam 1 tahun.                                        



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Administrasi Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah

1) Tersusunnya Laporan Realisasi Sosialisasi dan

Rekonsiliasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi

Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak

12 dokumen selama 12 bulan

2) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebanyak 12 dokumen

selama 12 bulan                                           

3) Tersusunnya Laporan hasil Rekonsiliasi Penyusunan

Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah

sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan     

4) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan

Catatan: Kepala Badan Pendapatan Daerah

1. Kolom 1 berisi nomor urut Provinsi Banten

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis OPAR SOHARI

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

APBD Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan               

(1) (2) (3) (7)

1

Penyajian data pelaporan Pendataan dan Pendaftaran 

Objek Retribusi Daerah

OPD terkait  tidak dapat menyampaikan pelaporan 

Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah tepat 

waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah tidak mendapatkan penerimaan 

pendapatan dari Retribusi Daerah sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan dalam APBD

2
Kurangnya bukti  Mengenai STS penerimaan 

pendapatan lain lain dari OPD terkait   

tidak tersedia rekapitulasi data dan bukti dokumen STS yang 

disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi Banten

data yang tersedia tidak valid sehingga terhambat dalam 

melakukan rekonsiliasi data bulanan pendapatan daerah

3

Penyusunan dokumen  Laporan Realisasi Triwulanan 

Lain-lain PAD yang Sah dan lain-lain Pendapatan Sah 

tidak tepat waktu disajikan

Penyampaian Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD 

yang Sah dan lain-lain Pendapatan Sah terlambat/tidak 

diterima dari OPD

Terhambatnya penyusunan laporan realiasasi Triwulanan  

Lain-lain PAD yang Sah dan lain-lain Pendapatan sesuai 

dengan target yang telah disepakati dengan BPKAD

4 Pelaksanaan Rekonsiliasi data bulanan OPD tidak efektif

peserta yang seharusnya ditugaskan berhalangan hadir 

karena ada tugas lain yang lebih mendesak atau salah 

disposisi

Tidak dapat memberikan data yang valid dan keputusan yang 

diharapkan

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

DAFTAR RISIKO

No.
Pernyataan Risiko Dampak

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab

: 1) Tersusunnya Laporan Realisasi Sosialisasi dan Rekonsiliasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Untuk

Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan

2) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebanyak 12 dokumen selama

12 bulan                                           

3) Tersusunnya Laporan hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah sebanyak 12

dokumen selama 12 bulan     

4) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1
Penyajian data pelaporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 

Daerah
3,00 4,00 12,00

2
Kurangnya bukti  Mengenai STS penerimaan pendapatan lain lain dari OPD 

terkait   
3,00 2,00 6,00

3
Penyusunan dokumen  Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang 

Sah dan lain-lain Pendapatan Sah tidak tepat waktu disajikan
2,00 3,00 6,00

4 Pelaksanaan Rekonsiliasi data bulanan OPD tidak efektif 2,00 3,00 6,00

Kepala Badan Pendapatan Daerah

1 Kolom 1 berisi no urut Provinsi Banten

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7 OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: 1) Tersusunnya Laporan Realisasi Sosialisasi dan Rekonsiliasi Pendataan dan Pendaftaran Objek 

Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan

2) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebanyak 

12 dokumen selama 12 bulan                                           

3) Tersusunnya Laporan  hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD 

yang Sah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan     

4) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk Meningkatkan 

Pendapatan Daerah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan



No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan
Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Penyajian data pelaporan Pendataan 

dan Pendaftaran Objek Retribusi 

Daerah

data Pendataan dan Pendaftaran 

Objek Retribusi Daerah  yang 

lengkap dan akurat

Rapat koordinasi dengan OPD  terkait KE Mendatangi OPD terkait untuk percepatan 

penyelesaian laporan 

2 Kurangnya bukti  Mengenai STS 

penerimaan pendapatan lain lain dari 

OPD terkait   

Aplikasi Terintegrasi Menggunakan Rekening koran KE Aplikasi Yg mudah Mendeteksi data 

transfer (STS Online)

3 Penyusunan dokumen  Laporan 

Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD 

yang Sah dan lain-lain Pendapatan 

Sah tidak tepat waktu disajikan

Laporan Realisasi Triwulanan Lain-

lain PAD yang Sah dan lain-lain 

Pendapatan Sah tepat waktu

Laporan Realisasi Triwulanan Lain-

lain PAD yang Sah dan lain-lain 

Pendapatan Sah  terlambat/tidak 

tepat waktu

KE Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain 

PAD yang Sah dan lain-lain Pendapatan 

Sah tepat waktu setiap bulan

4 Pelaksanaan Rekonsiliasi data 

bulanan OPD tidak efektif

Seharusnya peserta rapat yang 

ditugaskan oleh OPD terkait sesuai 

yang diharapkan

Peserta rapat yang hadir selalu 

berganti-ganti

KE
Peserta rapat yang ditugaskan setiap bulan 

untuk melakukan rekon seharusnya 

pejabat yang membidangi pelaporan 

keuangan di OPD 

Kepala Badan Pendapatan Daerah

1 Kolom 1 berisi no urut Provinsi Banten

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan.

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif) OPAR SOHARI

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6 NIP. 19630304 199102 1 004

YANG MASIH DIBUTUHKAN

: 1) Tersusunnya Laporan Realisasi Sosialisasi dan Rekonsiliasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah 

sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan

2) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan                                           

3) Tersusunnya Laporan  hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan     

4) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1
Penyajian data pelaporan Pendataan dan 

Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Mendatangi OPD terkait untuk percepatan 

penyelesaian laporan 
12 bulan Kepala Bidang

2
Kurangnya bukti  Mengenai STS penerimaan 

pendapatan lain lain dari OPD terkait   

Aplikasi Yg mudah Mendeteksi data transfer (STS 

Online)
12 bulan Kepala Bidang

3

Penyusunan dokumen  Laporan Realisasi 

Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah dan lain-lain 

Pendapatan Sah tidak tepat waktu disajikan

Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang 

Sah dan lain-lain Pendapatan Sah tepat waktu 

setiap bulan

12 bulan Kepala Bidang

4
Pelaksanaan Rekonsiliasi data bulanan OPD tidak 

efektif

Peserta rapat yang ditugaskan setiap bulan untuk 

melakukan rekon seharusnya pejabat yang 

membidangi pelaporan keuangan di OPD 

12 bulan Kepala Bidang

Kepala Badan Pendapatan Daerah

1 Kolom 1 berisi no urut Provinsi Banten

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5 NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

: 1) Tersusunnya Laporan Realisasi Sosialisasi dan Rekonsiliasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan

2) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan                                           

3) Tersusunnya Laporan  hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah sebanyak 12 dokumen 

selama 12 bulan     

4) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak 12 

dokumen selama 12 bulan



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Penyajian data pelaporan Pendataan dan 

Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Mendatangi OPD  untuk percepatan 

penyelesaian laporan yang diminta 

12 bulan Kepala Bidang Mendatangi OPD terkait untuk percepatan 

penyelesaian laporan yang diminta 

Kasubbid PLL

2 Kurangnya bukti  Mengenai STS penerimaan 

pendapatan lain lain dari OPD terkait   

Aplikasi Yg mudah Mendeteksi data 

transfer (STS Online)

12 bulan Kepala Bidang - Koordinasi dengan Satgas SIMRAL terkait 

dengan aplikasi STS Online.                                

'-terealisasinya aplikasi STS Online

Kasubbid PLL

3 Penyusunan dokumen  Laporan Realisasi 

Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah dan lain-lain 

Pendapatan Sah tidak tepat waktu disajikan

Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain 

PAD yang Sah dan lain-lain Pendapatan 

Sah tepat waktu setiap bulan

12 bulan Kepala Bidang Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulanan 

Lain-lain PAD yang Sah dan Lain-lain 

Pendapatan Sah Tepat waktu setiap bulan

Kasubbid PLL

4 Pelaksanaan Rekonsiliasi data bulanan OPD tidak 

efektif

Peserta rapat yang ditugaskan setiap 

bulan untuk melakukan rekon 

seharusnya pejabat yang membidangi 

pelaporan keuangan di OPD 

12 bulan Kepala Bidang Peserta rapat yang ditugaskan setiap bulan 

untuk melakukan rekon seharusnya pejabat 

yang membidangi pelaporan keuangan di OPD 

Kasubbid PLL

Kepala Badan Pendapatan Daerah

1 Kolom 1 berisi no urut Provinsi Banten

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5. OPAR SOHARI

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan NIP. 19630304 199102 1 004

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian 

Petunjuk Pengisian

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: 1) Tersusunnya Laporan Realisasi Sosialisasi dan Rekonsiliasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak 12 

dokumen selama 12 bulan

2) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan                                           

3) Tersusunnya Laporan  hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-lain PAD yang Sah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan     

4) Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah sebanyak 12 dokumen selama 12 bulan



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Administrasi Kepegawaian     

Perangkat Daerah Provinsi

1) Tercapainya Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Disiplin Pegawai

2) Terlaksananya 

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

3) Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan Sistem 

Informasi Kepegawaian

4) Terlaksananya 

Monitoring, Evaluasi dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

5) Terlaksananya 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

6) Terlaksananya 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

7) Terlaksananya 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

PerUndang-Undangan

Catatan: Serang,       September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2021



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan               : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

(1) (2) (3) (4)

1
Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai

Tidak Bisa tercapainya Peningkatan

Sarana dan Prasarana Disiplin

Pegawai

Kegiatan Ceramah dan Senam tidak 

dapat dilaksanakan

Tidak Bisa tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai

2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

Tidak Bisa dilaksanakan Kegiatan 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

Dibutuhkan waktu lama untuk 

pengerjaannya

Tidak Bisa dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian

Tidak Bisa dilaksanakan Koordinasi

dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Kepegawaian

Narsumber belum bisa memenuhi 

undangan

Tidak Bisa dilaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Kepegawaian

4
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

Tidak Bisa dilaksanakan Monitoring, 

Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Masih diberlakukan PSBB sehingga 

ada aturan tidak boleh keluar kota

Tidak Bisa dilaksanakan Monitoring, Evaluasi dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

5
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tidak Bisa dilaksanakan Pengiriman

Peserta Kursus-kursus/Pelatihan

Narsumber belum bisa memenuhi 

undangan
Tidak dapat mengikuti Diklat Kursus/Pelatihanan

6
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Tidak Bisa dilaksanakan Kegiatan 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Masih diberlakukan PSBB sehingga 

ada aturan tidak boleh adanya kumpul-

kumpul

Tidak Bisa dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

7
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan PerUndang-Undangan

Tidak Bisa dilaksanakan Kegiatan 

Peningkatan Kompetensi Aparatur,  

Masih diberlakukan PSBB sehingga 

ada aturan tidak boleh adanya kumpul-

kumpul

Tidak Bisa mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi 

Aparatur

Serang,       September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

No. Pernyataan Risiko Dampak

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko
Skor 

Kemungkinan

Skor 

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5

1
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Disiplin Pegawai
1,30 1,60 2,08

2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya
1,30 1,60 2,08

3
Koordinasi dan Pelaksanaan 

Sistem Informasi Kepegawaian
1,30 1,60 2,08

4
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian 

Kinerja Pegawai
1,30 1,60 2,08

5
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1,50 1,60 2,40

6
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan
1,30 1,60 2,08

7
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan PerUndang-Undangan
1,50 1,60 2,40

Serang,       September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar RisikoKepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 

Aparatur



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak 

diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 

tahun

Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 

tahun

Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali 

dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Disiplin Pegawai

Surat dan Pengajuan untuk KGB, 

Kenaikan Pangkat dan Undangan 

untuk Penceramah dan Instruktur 

Senam

Anggaran di DPA untuk 

Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

E Anggaran di DPA masih 

kurang untuk Pengiriman 

Peserta Kursus/Pelatihan

2 Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Undangan Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

Anggaran di DPA untuk 

Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

E Anggaran di DPA masih 

kurang untuk Pengiriman 

Peserta Kursus/Pelatihan

3 Tidak Bisa dilaksanakan 

Pengiriman Peserta Kursus-

kursus/Pelatihan

Undangan Peserta Kagiatan 

Peningkatan Kapasitas, Bintek 

PUG, Rekon dan Singkron 

Database BKD dan Sosialisasi 

Anggaran DPA Peserta 

Kagiatan Peningkatan 

Kapasitas, Bintek PUG, 

Rekon dan Singkron 

Database BKD dan 

Sosialisasi 

KE Narasumber belum 

dikonfirmasi dan tanggal 

pelaksanaan kegiatan

4 Monitoring, Evaluasi dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Undangan Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

Anggaran di DPA untuk 

Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

E Anggaran di DPA masih 

kurang untuk Pengiriman 

Peserta Kursus/Pelatihan

5 Tidak Bisa dilaksanakan 

Kegiatan Sosialisasi 

Peraturan Perundang-

Undangan

Undangan Peserta Kagiatan 

Peningkatan Kapasitas, Bintek 

PUG, Rekon dan Singkron 

Database BKD dan Sosialisasi 

Anggaran DPA Peserta 

Kagiatan Peningkatan 

Kapasitas, Bintek PUG, 

Rekon dan Singkron 

Database BKD dan 

Sosialisasi 

KE Narasumber belum 

dikonfirmasi dan tanggal 

pelaksanaan kegiatan

6 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Undangan Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

Anggaran di DPA untuk 

Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

E Anggaran di DPA masih 

kurang untuk Pengiriman 

Peserta Kursus/Pelatihan

7 Tidak Bisa dilaksanakan 

Kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Aparatur,  

Undangan Peserta Kagiatan 

Peningkatan Kapasitas, Bintek 

PUG, Rekon dan Singkron 

Database BKD dan Sosialisasi 

Anggaran DPA Peserta 

Kagiatan Peningkatan 

Kapasitas, Bintek PUG, 

Rekon dan Singkron 

Database BKD dan 

Sosialisasi 

KE Narasumber belum 

dikonfirmasi dan tanggal 

pelaksanaan kegiatan

Serang,       September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran di DPA untuk Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 
20 Hari Sekretaris

2
Tidak Bisa dilaksanakan Kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Aparatur,  

Undangan Peserta Kagiatan Peningkatan 

Kapasitas, Bintek PUG, Rekon dan Singkron 

Database BKD dan Sosialisasi 

20 Hari Sekretaris

Serang,       September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Anggaran di DPA untuk 

Pengiriman Peserta 

Kursus/Pelatihan 

20 Hari Sekretaris Koordinasi dengan 

Badan pelaksana 

Kursus/Pelatihan

10 Hari Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

2 Tidak Bisa dilaksanakan 

Kegiatan Peningkatan 

Kompetensi Aparatur,  

Undangan Peserta Kagiatan 

Peningkatan Kapasitas, Bintek 

PUG, Rekon dan Singkron 

Database BKD dan Sosialisasi 

20 Hari Sekretaris Koordinasi ke BPSDM 

Kementerian Dalam 

Negeri

10 Hari Kasubag Umum dan 

Kepegawaian

Serang,       September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik Penerangan Bangunan 

Kantor

1) Tersedianya Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor                              

2 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

1) Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor 

3 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

1) Tersedianya  Peralatan Rumah 

Tangga

4 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1) Tersedianya  Bahan Logistik 

Kantor

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 1

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

5 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

1) Tersedianya  Barang Cetakan 

dan Penggandaan

6 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1) Terlaksananya Koordinasi dan 

Konsultasi ke Dalam Daerah

2) Terlaksananya Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar Daerah

7 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD

1) Tersedianya  Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

Catatan: Serang,           September  2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut Mengetahui,

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra PROVINSI BANTEN

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja SEKRETARIS,

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

Rd. BERLY RIZKY NATAKUSUMAH, SH, M.Si

NIP. 19800912 200212 1 006



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan               1). Tesedianya Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan Kantor

2). Tesedianya Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

3). Tesedianya Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5). Tesedianya Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

6). Tesedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

7). Tesedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

(1) (2) (7)

1
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik Penerangan Bangunan Kantor

tidak ada/kurangya Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik Penerangan Bangunan Kantor

2

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

tidak ada/kurangya Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

tidak ada/kurangya Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
tidak ada/kurangya  Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

5

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

tidak ada/kurangya Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

6

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

tidak ada/kurangya Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

tidak ada/kurangya Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD

Serang,           September  2021

Mengetahui,

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

Rd. BERLY RIZKY NATAKUSUMAH, SH, M.Si

NIP. 19800912 200212 1 006

No.
Pernyataan Risiko Dampak

Pemerintah Provinsi Banten

DAFTAR RISIKO



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko
Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan Kantor
3,00 3,00 9,00

2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3,00 3,00 9,00

3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3,00 3,00 9,00

4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3,00 3,00 9,00

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3,00 3,00 9,00

6

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
3,00 3,00 9,00

7

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

3,00 3,00 9,00

Serang,           September  2021
1 Kolom 1 berisi no urut Mengetahui,

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. PROVINSI BANTEN

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

Rd. BERLY RIZKY NATAKUSUMAH, SH, M.Si

NIP. 19800912 200212 1 006

4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5). Tesedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6). Tesedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD7). Tesedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

1). Tesedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan 

Kantor

2). Tesedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3). Tesedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

: Administrasi Umum Perangkat Daerah



No
Kriteria 

Kemungkinan 
Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar 

dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi 

masih cukup tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam 

setahun
Kemungkinan terjadi > 50%
Dapat terjadi beberapa kali dalam 

setahun
Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar 

dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi 

masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam 

setahun
Kemungkinan terjadi > 50%
Dapat terjadi beberapa kali dalam 

setahun
Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar 

dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi 

masih cukup tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam 

setahun
Kemungkinan terjadi > 50%
Dapat terjadi beberapa kali dalam 

setahun
Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar 

dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi 

masih cukup tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam 

setahun
Kemungkinan terjadi > 50%
Dapat terjadi beberapa kali dalam 

setahun

11 Sering 3

12 Sangat Sering 4

9 Jarang Sekali 1

10 Jarang 2

7 Sering 3

8 Sangat Sering 4

5 Jarang Sekali 1

6 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

13 Jarang Sekali 1

14 Jarang 2

15 Sering 3

16 Sangat Sering 4



Lampiran 

5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

10 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

11 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

8 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

9 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

6 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

7 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

5 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

2 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan

12 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

13 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

14 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

15 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan 

Kantor

Tersedianya Penyediaan 

Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Penyediaan 

Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan 

Kantor

KE (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah)                                                     

2 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

KE (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah)       

3 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga

Tersedianya Penyediaan 

Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Penyediaan 

Peralatan Rumah Tangga

KE (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah)       

4 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Tersedianya Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Tersedianya Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor

KE (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah)       

2 Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

KE (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah)       

5 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Tersedianya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Tersedianya 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

KE (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah)       

6 Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Tersedianya Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

Tersedianya 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

KE (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah)       

Serang,           September  2021

1 Kolom 1 berisi no urut Mengetahui,

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. PROVINSI BANTEN

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

Rd. BERLY RIZKY NATAKUSUMAH, SH, M.Si

NIP. 19800912 200212 1 006

2). Tesedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3). Tesedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

6). Tesedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7). Tesedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1). Tesedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

5). Tesedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun

Kasubag Umum & 

Kepegawaian

2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 1 Tahun
Kasubag Umum & 

Kepegawaian

3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 1 Tahun
Kasubag Umum & 

Kepegawaian

4

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1 Tahun
Kasubag Umum & 

Kepegawaian

5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan
1 Tahun

Kasubag Umum & 

Kepegawaian

6

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD
1 Tahun

Kasubag Umum & 

Kepegawaian

7

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD
1 Tahun

Kasubag Umum & 

Kepegawaian

Serang,           September  2021

1 Kolom 1 berisi no urut Mengetahui,

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. PROVINSI BANTEN

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Rd. BERLY RIZKY NATAKUSUMAH, SH, M.Si

NIP. 19800912 200212 1 006

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

1). Tesedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

2). Tesedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3). Tesedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

: Administrasi Umum Perangkat Daerah

5). Tesedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6). Tesedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7). Tesedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik Penerangan 

Bangunan Kantor

Tersedianya Penyediaan 

Komponen Instalasi Listrik 

Penerangan Bangunan 

Kantor

1 Tahun Kasubag Umum & 

Kepegawaian
1 Tahun PPTK

2 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

1 Tahun Kasubag Umum & 

Kepegawaian 1 Tahun PPTK

3 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga

Tersedianya Penyediaan 

Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun Kasubag Umum & 

Kepegawaian 1 Tahun PPTK

4 Kolom 1 berisi no urut Tersedianya Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor

1 Tahun Kasubag Umum & 

Kepegawaian 1 Tahun PPTK

5 Kolom 2 berisi uraian risiko 

berasal dari Dokumen 

Daftar Risiko

Tersedianya Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

1 Tahun Kasubag Umum & 

Kepegawaian 1 Tahun PPTK

6 Adanya Petugas tidak 

melaksanakan Pekerjaan 

sesuai Tugas dan Fungsi 

masing-masing

Tersedianya 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

1 Tahun Kasubag Umum & 

Kepegawaian
1 Tahun PPTK

7 Adanya Penggunaan 

Barang Kurang Efesien dan 

Efektif 

Tersedianya Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

1 Tahun Kasubag Umum & 

Kepegawaian 1 Tahun PPTK

Serang,           September  2021

1 Kolom 1 berisi no urut Mengetahui,

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. PROVINSI BANTEN

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Rd. BERLY RIZKY NATAKUSUMAH, SH, M.Si

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19800912 200212 1 006

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

1). Tesedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

: Administrasi Umum Perangkat Daerah

5). Tesedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6). Tesedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7). Tesedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

2). Tesedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3). Tesedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Lampiran 1

No
Misi Perangkat 

Daerah

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Kegiatan yang 

mendukung 

capaian Sasaran 

Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya 

Pelayanan Kantor

Meningkatnya 

Pelayanan Kantor

1. Tercapainya 

penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, 

efektif dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Catatan: Serang,                                  2021      

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan
:

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan Kegiatan               :

(2) (3) (4)

1
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

a Pengadaan Kendaraan Roda 4

(Empat) Samsat Keliling

1) Pengadaan Kendaraan Roda 4 

(Empat)Tidak Tepat Waktu

1) Target Pendapatan Tidak Tercapai

2 Pengadaan Mebel

-

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya
a Belanja Modal Personal Computer 1) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya 

Tidak Tepat Waktu

1) Fungsi sarana dan prasarana menjadi kurang 

optimal
2) Kualitas peralatan dan mesin lainnya yang 

kurang baik

2) Fungsi sarana dan prasarana menjadi kurang 

optimal
b Belanja Modal Printer 1) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya 

Tidak Tepat Waktu

1) Fungsi sarana dan prasarana menjadi kurang 

optimal
2) Kualitas peralatan dan mesin lainnya yang 

kurang baik

2) Fungsi sarana dan prasarana menjadi kurang 

optimal

4 Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
a Pembangunan Gedung UPTD PPD 

Cikokol Tahap II

1) Pembangunan Gedung UPTD PPD 

Cikokol Tidak Tepat Waktu

1) Pelayanan kurang maksimal

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya
-

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
-

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

No.

(1)

Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah daerah 

Pernyataan Risiko DAMPAK

DAFTAR RISIKO

PENYEBAB



Lampiran 3

: Badan Pendapatan Daerah

:

:

No Uraian Risiko
Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1

1. 

2,3 3,5 8,05

2 Pengadaan Mebel

1. -

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Belanja Modal Personal Computer 2,3 3,5 8,05

2. Belanja Modal Printer 2,3 3,5 8,05

4

1. Pembangunan Gedung UPTD PPD Cikokol

Tahap II 2,3 3,5 8,05

5

1 -

6

1 -

Serang,                                  2021      
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

Tersedianya barang jasa, sarana dan prasarana untuk mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Pengadaan Kendaraan Roda 4

(Empat) Samsat Keliling



No
Kriteria 

Kemungkinan 
Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

11 Sering 3

12 Sangat Sering 4

9 Jarang Sekali 1

10 Jarang 2

7 Sering 3

8 Sangat Sering 4

5 Jarang Sekali 1

6 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

13 Jarang Sekali 1

14 Jarang 2

15 Sering 3

16 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

10 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

11 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

8 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

9 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

6 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

7 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

5 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

2 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan

12 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

13 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

14 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

15 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4



Pemerintah Provinsi Banten

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1

a Proses penginputan data 

pengadaan ke sistem pengadaan 

online tepat waktu

data pengadaan yang 

lengkap meliputi, HPS, 

Spesifikasi dan E-Kontrak

KE
Ketepatan dan kecepatan 

mengikuti proses 

pengadaan online

2

a - - - - -

3

a Proses penginputan data 

pengadaan ke sistem pengadaan 

data pengadaan yang 

lengkap meliputi, HPS, 
KE

Ketepatan dan kecepatan 

mengikuti proses 

b Proses penginputan data 

pengadaan ke sistem pengadaan 

online tepat waktu

data pengadaan yang 

lengkap meliputi, HPS, 

Spesifikasi dan E-Kontrak

KE
Ketepatan dan kecepatan 

mengikuti proses 

pengadaan online

4

a Proses penginputan data 

pengadaan ke sistem pengadaan 

online tepat waktu

data pengadaan yang 

lengkap meliputi, HPS, 

Spesifikasi dan E-Kontrak

KE
Ketepatan dan kecepatan 

mengikuti proses 

pengadaan online

5

a - - - -

6

a - - - -

Serang,                                  2021      

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

NO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah daerah 

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Roda 4

(Empat) Samsat Keliling

YANG SUDAH ADA YANG MASIH 

DIBUTUHKAN

RISIKO

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Belanja Modal Personal 

Computer 

Pengadaan Sarana dan 

-

Belanja Modal Printer

Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Pembangunan Gedung UPTD 

PPD Cikokol Tahap II

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

-



Pemerintah Provinsi Banten

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan
:

Tujuan Kegiatan :

1 2 3 4 5 6

1

a)
Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaaan
Bulan Kepala Badan

2

a) - - - -

3

a) Belanja Modal Personal Computer 
Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaaan

b) Belanja Modal Printer
Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaaan
Bulan Kepala Badan

4

a)
Pembangunan Gedung UPTD PPD 

Cikokol Tahap II

Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaaan
Bulan Bulan

5

a) - - - -

6

a) - - - -

Serang,                                  2021      

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Pengadaan Mebel

Target Waktu

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan
Pengadaan Kendaraan Roda 4

(Empat) Samsat Keliling

Petunjuk Pengisian

No.
Uraian Rencana Tindak 

Pengendalian

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Keterangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah daerah 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penanggung 

Jawab
Pernyataan Risiko



Lampiran 9

Pemerintah Provinsi Banten

Badan Pendapatan Daerah

Uraian
Target 

Waktu

Penanggung 

Jawab
Uraian

Realisasi 

Waktu
Pelaksana

1 3 4 5 6 7 8

1

a)

Ketepatan dan 

kecepatan 

mengikuti proses 

pengadaan online

Bulan
Kepala 

Badan

Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaan online

Bulan Kasubag Umum 

dan 

Kepegawaian

2

a) - - - - - - -

3

a)

Ketepatan dan 

kecepatan 

mengikuti proses 

pengadaan online

Bulan Kepala 

Badan

Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaan online

Bulan Kasubag Umum 

dan 

Kepegawaian

b) Belanja Modal Printer

Ketepatan dan 

kecepatan 

mengikuti proses 

pengadaan online

Bulan Kepala 

Badan

Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaan online

Bulan Kasubag Umum 

dan 

Kepegawaian

4

a)
Pembangunan Gedung 

UPTD PPD Cikokol Tahap II

Ketepatan dan 

kecepatan 

mengikuti proses 

pengadaan online

Bulan Kepala 

Badan

Ketepatan dan kecepatan mengikuti 

proses pengadaan online

Bulan Kasubag Umum 

dan 

Kepegawaian

5

a) - - - - - - -

6

a) - - - - - - -

Serang,                                  2021      

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 004

Tujuan Kegiatan

Pengadaan Mebel

Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah daerah 

Belanja Modal Personal 

Computer 

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

No.

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Petunjuk Pengisian

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Pernyataan Risiko

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Pengadaan Kendaraan Roda 4 

(empat) Tidak Tepat Waktu



Lampiran 1

No
Misi Perangkat 

Daerah

Tujuan Perangkat 

Daerah

Sasaran Perangkat 

Daerah

Kegiatan yang 

mendukung 

capaian Sasaran 

Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata 

kelola pemerintahan 

yang baik (good 

governance)

Terwujudnya 

kelembagaan 

pemerintahan daerah 

yang berakhlakul 

karimah dengan efektif, 

efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber 

daya aparatur 

berintegritas, 

berkompetensi serta 

melayani masyarakat

1. Tercapainya 

penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, 

efektif dan efisien

2. Pendapatan daerah 

yang optimal

 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Tersedianya jasa 

penunjang urusan 

pemerintah 

daerah untuk 

mendukung 

kelancaran tugas 

dan fungsi 

administrasi 

perangkat daerah  

selama 1 Tahun

Catatan: Serang,                                  2021      

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan
:

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan Kegiatan               :

(1) (2) (3) (4)

1

a

Pegawai yang terkendala tidak 

bisa di daftarkan sebagai peserta 

BPJS-Kesehatan

1)
Pegawai non Asn yang mempunyai 

tunggakan
1)

Rendahnya realisasi belanja iuran jaminan 

kesehatan.

2)
Pegawai non ASN terdaftar di penerima 

bantuan iuran
2)

Jaminan kesehatan pegawai tidak terakomodir 

oleh kantor 

3)
Rumitnya koordinasi dengan pegawai 

BPJS Kesehatan

b
Rendahnya penyerapan 

makanan dan minuman 
1)

Belum terkendalinya pandemi virus covid-

19
1) Rendahnya penyerapan anggaran

2 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

a
Pelaksanaan pekerjaan tidak

sesiuai dengan anggaran kas.
1)

Sulit mendapatkan harga survei sebagai 

acuan untuk menentukan HPS
1)

Terhambatnya pekerjaan pegawai untuk 

mendukung tujuan kegiatan

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi administrasi perangkat daerah  selama 1 Tahun

Penyediaan jasa pelayanan umum

No. Pernyataan Risiko Dampak

DAFTAR RISIKO

PENYEBAB



Lampiran 3

: Badan Pendapatan Daerah

:

:

No Uraian Risiko
Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1

1. Pegawai yang terkendala tidak bisa di daftarkan

sebagai peserta BPJS-Kesehatan 2,3 3,5 8,05

2
Rendahnya penyerapan makanan dan minuman 

2,3 3,5 8,05

2

1 Pelaksanaan pekerjaan tidak sesiuai dengan

anggaran kas.
2,3 3,5 8,05

Serang,                                  2021      
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

Tersedianya barang jasa, sarana dan prasarana untuk mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

Penyediaan jasa pelayanan umum

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               



No
Kriteria 

Kemungkinan 
Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

11 Sering 3

12 Sangat Sering 4

9 Jarang Sekali 1

10 Jarang 2

7 Sering 3

8 Sangat Sering 4

5 Jarang Sekali 1

6 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

13 Jarang Sekali 1

14 Jarang 2

15 Sering 3

16 Sangat Sering 4



Lampiran 

5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

10 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

11 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

8 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

9 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

6 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

7 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

5 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

2 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan

12 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

13 Rendah Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

14 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

15 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4



Pemerintah Provinsi Banten

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1

a Calon peserta BPJS kesehatan 

yang mempunyai tunggakan agar 

melunasi tunggakannya dan bagi 

calon peserta yang terdaftar di 

penerima bantuan iuran 

pemerintah agar membuat surat 

pengunduran diri dari penerima 

bantuan iuran

Sudah didaftarkan sebagian 

pegawai yang tidak 

berkendala dalam 

pendaftaran peserta BPJS 

Kesehatan
KE

Koordinasi dengan BPJS 

Kesehatan untuk membuat 

kebijakan mendaftarkan 

semua calon peserta BPJS 

Kesehatan

b Koordinasi antara pelaksana 

administrasi, pelaksana teknis, 

PPTK dan PPK dalam proses 

pembuatan DPA

Kurang koordinasi antara 

pelaksana adiminstrasi, 

PPTK dan PPK dalam 

pembuatan DPA

KE

Merumuskan bersama-sama 

dalam proses pembuatan 

DPA.

2

a)
HPS yang sudah tersedia tanpa 

melakukan survei

Kerangka acuan Kerja, draft 

rancangan kerja, Harga 

survei barang dan jasa, HPS, 

harga pembanding dari 

penyedia

KE
Adanya stanadar satuan 

harga yang dijadikan HPS.

Serang,                                  2021      

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

NO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat 

Pelaksanaan pekerjaan tidak 

sesiuai dengan anggaran kas.

Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pelayanan 

umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pegawai yang terkendala tidak 

bisa di daftarkan sebagai 

peserta BPJS-Kesehatan

Rendahnya penyerapan 

makanan dan minuman 

YANG SUDAH ADA YANG MASIH 

DIBUTUHKAN

RISIKO



Pemerintah Provinsi Banten

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan
:

Tujuan Kegiatan :

1 2 3 4 5 6

1

a)

Kordinasi dengan BPJS-Kesehatan 

terkait dengan keringanan 

pembayaran tunggakan PPNMP 

Mandiri

Bulan Kepala Badan

b)

Melakukan koordinasi antar Pusat dan 

UPTD dengan menggunakan protocol 

kesehatan

Bulan Kepala Badan

 

2

a)
Mempercepat pembuatan SK tim 

survei
Bulan Kepala Badan

Serang,                                  2021      

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 004

Pegawai yang terkendala tidak bisa di 

daftarkan sebagai peserta BPJS-

Kesehatan

Rendahnya penyerapan makanan dan 

minuman 

Petunjuk Pengisian

No.
Uraian Rencana Tindak 

Pengendalian

Pelaksanaan pekerjaan tidak sesiuai 

dengan anggaran kas.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Keterangan

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi administrasi perangkat daerah  selama 1 Tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa pelayanan umum

Penanggung 

Jawab
Pernyataan Risiko Target Waktu



Lampiran 9

Pemerintah Provinsi Banten

Badan Pendapatan Daerah

Uraian
Target 

Waktu

Penanggung 

Jawab
Uraian

Realisasi 

Waktu
Pelaksana

1 3 4 5 6 7 8

1

a)

Tidak bisa mendaftarkan

semua pegawai Non ASN

untuk di daftarkan BPJS

Kesehatan

Kordinasi dengan 

BPJS-Kesehatan 

terkait dengan 

keringanan 

pembayaran 

tunggakan PPNMP 

Mandiri

12 Bulan 
Kepala 

Badan

Melakukan koordinasi dengan BPJS 

kesehatan agar di daftarkan semua 

calon peserta baik yang menunggak 

atau terdaftar sebagai penerima 

bantuan iuran pemerintah, selain 

itu koordinasi dengan pegawai Non 

ASN agar segera melunasi 

tunggakan atau membuat surat 

pernyataan pengunduran diri dari 

peserta penerima bantuan 

pemerintah.

12 Bulan 

Kasubag Umum 

dan 

Kepegawaian

b)
Rendahnya penyerapan

makanan dan minuman 

Melakukan 

koordinasi antar 

Pusat dan UPTD 

dengan 

menggunakan 

protocol 

kesehatan

12 Bulan 
Kepala 

Badan

Melakukan  koordinasi antara 

pelaksana administrasi kegiatan 

dalam hal ini sebagai pembuat DPA 

dan user yang mebutuhkan barang 

dan jasa yang dituangkan dalam 

format RKBMD secara detil.

12 Bulan 

Kasubag Umum 

dan 

Kepegawaian

2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

a)

Pelaksanaan pekerjaan 

tidak sesiuai dengan 

anggaran kas.

Mempercepat 

pembuatan SK tim 

survei

12 Bulan 
Kepala 

Badan

Mencari data dan informasi yang 

akurat terkait harga barang dan jasa 

yang diperlukan serta penambahan 

harga yang proporsional  untuk 

mencegah kenaikan harga barang 

dan jasa.

12 Bulan 

Kasubag Umum 

dan 

Kepegawaian

Serang,                                  2021      

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 004

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

No.

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

Perangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Petunjuk Pengisian

Penyediaan jasa pelayanan 

Pernyataan Risiko

2



Lampiran 1       

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya 

penyelenggaraan pemerintahan 

akuntabel, efektif dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

- Terlaksananya Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Yang Tepat 

Waktu (Pemeliharaan / Rehabilitas 

Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor 

Atau Bangunan Lainnya 3 Kegiatan 

Selama 12 bulan)

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Serang,    September 20213. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis Provinsi Banten

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Daftar Tujuan Kegiatan
Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan               :

(1) (2) (3) (3)

1
Terlambatnya Proses Pemilihan 

Penyedia Barang / Jasa
Penyedia Tidak Memenuhi Persyaratan Jadwal Kegiatan Bergeser

2 Terjadi Revisi RUP Perubahan Harga

Jadwal Kegiatan Bergeser

3

Hasil Pekerjaan tidak sesuai 

dengan volume dan spesifikasi 

yang telah ditentukan
Kelalaian Penyedia

Inefisien, ketidakekonomisasn, 

tidak efekif

Serang,    September 2021 Serang,    September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Dampak

Badan Pendapatan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Kegiatan 

selama 12 bulan)

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

No.
Pernyataan Risiko Penyebab



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan               :

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1

Terlambatnya Proses 

Pemilihan Penyedia Barang / 

Jasa

2,30 2,40 5,52

2 Terjadi Revisi RUP 3,00 2,00 6,00

3

Hasil Pekerjaan tidak sesuai

dengan volume dan

spesifikasi yang telah

ditentukan

2,30 2,70 6,21

Serang,    September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 

Kegiatan selama 12 bulan)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 



Lampiran 4

No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak 

diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 

tahun

Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 

tahun

Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali 

dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Lampiran 6

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan
:

Tujuan Kegiatan :

URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4 5 6 7

1 Terlambatnya Proses 

Pemilihan Penyedia Barang / 

Jasa

Penyedia Harus Berpengalaman Dan 

Sesuai Dengan Bidangnya

Koordinasi Dengan ULP / 

LPSE Serta Penyedia
E Mencari Penyedia / Pihak 

Ketiga Yang Sudah Ter 

Register Di LPSE / ULP

2 Terjadi Revisi RUP SSH SSH E Update SSH setiap tahunnya

3 Hasil Pekerjaan tidak sesuai 

dengan volume dan spesifikasi 

yang telah ditentukan

Rencana Anggaran Biaya dan 

Standar Kualitas Pekerjaan

Rencana Anggaran Biaya dan 

Standar Kualitas Pekerjaan
E

Serang,    September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Kegiatan selama 12 bulan)

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

1 2 3 4 5 6

1

Terlambatnya Proses 

Pemilihan Penyedia Barang 

/ Jasa

Koordinasi Dengan ULP / LPSE Serta Penyedia 30 Hari Kepala Badan

2 Terjadi Revisi RUP SSH 30 Hari Kepala Badan

3

Hasil Pekerjaan tidak sesuai 

dengan volume dan 

spesifikasi yang telah 

ditentukan

Rencana Anggaran Biaya dan Standar Kualitas 

Pekerjaan
30 Hari Kepala Badan

Serang,    September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Kegiatan selama 12 bulan)

Target Waktu Penanggung Jawab



Lampiran 9

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terlambatnya Proses Pemilihan 

Penyedia Barang / Jasa

Koordinasi Dengan ULP / LPSE 

Serta Penyedia

30 Hari Kepala Badan Menyusun HPS 30 Hari Para Pejabat Struktural

2 Terjadi Revisi RUP SSH 30 Hari Kepala Badan SSH terbaru setiap 

tahunnya

30 Hari Para Pejabat Struktural

3 Hasil Pekerjaan tidak sesuai 

dengan volume dan spesifikasi 

yang telah ditentukan

Rencana Anggaran Biaya dan 

Standar Kualitas Pekerjaan

30 Hari Kepala Badan Rencana Anggaran Biaya 

dan Standar Kualitas 

Pekerjaan

30 Hari Para Pejabat Struktural

Serang,    September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 003

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Kegiatan selama 12 bulan)

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

1 2 3 5

Catatan: Serang,                           2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Tersusunnya Analisa dan 

Pengembangan Pajak Daerah serta 

Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif dan 

efisien

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

(good governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah

Sub Analisa Pengembangan 

Pajak Daerah, serta 

Penyusunan Kebijakan Pajak 

Daerah

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022

Sasaran Perangkat Daerah

4

Tujuan Kegiatan

6



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan               :

(1) (2) (3) (4)

Penyusunan Regulasi Pendapatan 

Daerah

1 Penyampaian surat permohonan 

Narasumber belum ditindaklanjuti 

oleh OPD yang diminta  

Surat permohonan narasumber belum 

diterima oleh pimpinan OPD terkait

Tidak terlaksananya Kegiatan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah

2 Waktu proses penyelesaian regulasi 

yang lama di OPD terkait

Lamanya pengkajian penyusunan 

regulasi 

Penetapan regulasi belum bisa dilaksanakan   

Serang,                           2021

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Penyebab Dampak
No.

Pernyataan Risiko

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan 



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan               :

No Uraian Risiko Skor Dampak Skor Status

1 2 4 5=3x4

Penyusunan Regulasi Pendapatan 

Daerah

1 Penyampaian surat permohonan 

Narasumber belum ditindaklanjuti oleh 

OPD yang diminta  

3,00 1,00 3,00

2 Waktu proses penyelesaian regulasi 

yang lama di OPD terkait
3,00 1,00 3,00

Serang,                           2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar RisikoKepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta 

Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Skor Kemungkinan

3



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak 

diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 

tahun

Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 

tahun

Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali 

dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan :

URAIAN E/ KE/ TE

2 3 4 5 6 7

Tersusunnya Analisa dan 

Pengembangan Pajak 

Daerah serta Penyusunan 

Kebijakan Pajak Daerah

keterlibatan tenaga 

ahli/narasumber yang mumpuni

menggunakan SDM/ASN 

yang telah ada

E

Penambahan SDM yang Cukup 

baik dari Kualitas dan Kuantitas

Penambahan SDM yang 

Cukup baik dari Kualitas dan 

Kuantitas

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana E

Koordinasi dengan Instansi Terkait Koordinasi dengan Instansi 

Terkait

E

Serang,                           2021

Kolom 1 berisi no urut

Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan.

Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

YANG MASIH DIBUTUHKAN

Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan :

1 2 4 5 6

Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah

1
Penyampaian surat permohonan Narasumber 

belum ditindaklanjuti oleh OPD yang diminta  

Pimpinan memerintahkan untuk 

berkoordinasi dengan unsur dengan OPD 

terkait

Bulan
Kasubid Keberatan dan 

Restitusi Pajak Daerah

2
Waktu proses penyelesaian regulasi yang 

lama di OPD terkait

Pimpinan memerintahkan untuk menyiapkan 

konsep kajian yang diminta
Bulan

Kasubid Keberatan dan 

Restitusi Pajak Daerah

Serang,                           2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko    Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko

Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

KeteranganUraian Rencana Tindak Pengendalian

3



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan :

Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 4 5 6 7 8

Tersusunnya Analisa dan 

Pengembangan Pajak 

Daerah serta Penyusunan 

Kebijakan Pajak Daerah

1 Penyampaian surat 

permohonan Narasumber 

belum ditindaklanjuti oleh 

OPD yang diminta  

2 Waktu proses penyelesaian 

regulasi yang lama di OPD 

terkait

Serang,                           2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian AHMAD BUDIMAN, SE, MM

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19790617 200112 1 002

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
Pelaksanaan RTP

Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

 Rencana Tindak Pengendalian

Uraian

3



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Pengelolaan Pendapatan Daerah
1 Menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan efektif, 

efisien, transparan, akuntabel dan 

sumber daya aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif dan 

efisien

2. Pendapatan daerah yang optimal

Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Intensifikasi

Pendataan dan Penetapan Pajak

Daerah untuk Peningkatan

Pajak Daerah      

: Penelitian dan Verifikasi Data

Pelaporan Pajak Daerah

Catatan: Serang,         September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Pada Badan Pendapatan Daerah

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Banten

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan               : Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan 

Pajak Daerah      

: Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

(1) (2) (3) (4)

Proses pendataan wajib pungut PBBKB 

tidak optimal

Data perusahaan selaku wajib pungut PBBKB tidak sesuai dengan data, serta ada beberapa 

perusahaan tidak menerima petugas pendataan

Penentuan kebijakan terkait data penetapan perusahaan 

selaku wajib pungut PBBKB tidak didukung dokumen berita 

acara yang lengkap

Serang,         September 2021

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Pada Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab

Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

No. Pernyataan Risiko Dampak



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5=3X4

Proses pendataan wajib pungut PBBKB tidak 

optimal
3,00 2,00 6,00

Serang,         September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  

Peningkatan Pajak Daerah      

: Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah



Lampiran 4

No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

Proses pendataan wajib pungut 

PBBKB tidak optimal

Database Wajib Pungut 

PBBKB

Juknis Pendaftaran PBBKB 

dan SK TIM Verifikasi 

PBBKB

E
Update Data Wajib Pungut 

PBBKB

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah      

: Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Proses pendataan wajib pungut PBBKB tidak optimal
Juknis Pendaftaran PBBKB dan SK TIM 

Verifikasi PBBKB
2 Bulan

Kepala Bidang

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah      

: Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian
Target 

Waktu

Penanggung 

Jawab
Uraian

Realisasi 

Waktu
Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

Proses pendataan wajib pungut 

PBBKB tidak optimal

Juknis Pendaftaran PBBKB 

dan SK TIM Verifikasi 

PBBKB

2 Bulan Kepala Bidang

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4. Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian 

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah      

: Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah

Penelitian dan Verifikasi  Data Pelaporan Pajak Daerah



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Pengelolaan Pendapatan Daerah
1 Menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan efektif, 

efisien, transparan, akuntabel dan 

sumber daya aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif dan 

efisien

2. Pendapatan daerah yang optimal

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Penyuluhan dan 

Penyebarluasan Kebijakan Pajak 

Daerah

Terlaksananya Intensifikasi

Pendataan dan Penetapan Pajak

Daerah untuk Peningkatan

Pajak Daerah : Penyuluhan

dan Penyebarluasan Kebijakan

Pajak Daerah              

Catatan: Serang,         September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Pada Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan               : Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan 

Pajak Daerah     : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah              

(1) (2) (3) (4)

Pemahaman peserta penyuluhan dan 

sosialisasi Pajak Daerah tidak maksimal

 Tidak semua peserta memahami materi yang disampaikan Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran  untuk  taat 

Pajak Daerah 

Serang,         September 2021

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Pada Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

No. Pernyataan Risiko Dampak



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   Sub Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5=3X4

1
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Pemahaman peserta penyuluhan dan sosialisasi 

Pajak Daerah tidak maksimal
3,00 2,00 6,00

Serang,         September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak 

Daerah     : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah              



Lampiran 4

No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   Sub Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1

Pemahaman peserta penyuluhan 

dan sosialisasi Pajak Daerah 

tidak maksimal

Penekanan terhadap 

instansi untuk 

menghadirkan peserta

Surat Undangan yang 

dilampiri maksud dan tujuan
E koordinasi intensif dengan 

instansi terkait

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

YANG HARUS ADA 
YANG SUDAH ADA

YANG MASIH DIBUTUHKAN

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah     : Penyuluhan dan 

Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah              

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   Sub Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1

Pemahaman peserta penyuluhan dan sosialisasi Pajak 

Daerah tidak maksimal

Surat Undangan yang dilampiri maksud dan 

tujuan 4 Bulan Kepala Bidang

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah     : 

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah              

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   Sub Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian
Target 

Waktu

Penanggung 

Jawab
Uraian

Realisasi 

Waktu
Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemahaman peserta 

penyuluhan dan sosialisasi 

Pajak Daerah tidak maksimal

Surat Undangan yang 

dilampiri maksud dan tujuan
4 Bulan Kepala Bidang

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4. Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian 

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah     : 

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah              

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif 

dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Pengendalian, Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan 

dan Pengendalian 

Pendapatan Daerah dalam 

satu tahun

Catatan: Serang,         September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 

Daerah

Tujuan Kegiatan               : Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian 

Pendapatan Daerah dalam satu tahun

(1) (2) (3) (7)

1 Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak Daerah 

Penggunaan SKPD dengan transaksi pada system PKB dan BBNKB sering 

tidak sesuai
Kurang ketelitian Petugas Penetapan

Laporan hasil bindal tidak tepat waktu
Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan SKPD dari 

UPTD PPD

Hasil sanggahan atau jawaban atas NHPP lambat disampaikan ke 

Bindal

2
Tercapainya Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal dan 

Ekternal  

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat di proses Dokumen pertanggungjawaban belum lengkap Tidak tercapainya Progres Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP)

3 Terlaksananya Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah

Pekerjaan banyak yang tidak terselesaikan kekurangan pegawai tidak maksimalnya terlaksana seluruh kegiatan pada sub Bindal

Tidak Ketersediaanya Kendaraan Oprasional untuk pengawasan 

ke lapangan
Kekurangan kendaraan operasional perjalanan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat

Serang,         September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Terlambatnya penyampaian laporan kegiatan yang disampaikan kepada Pimpinan.

No.
Pernyataan Risiko Dampak

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
Nama Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1
Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak Daerah 

Penggunaan SKPD dengan transaksi pada system PKB dan BBNKB sering tidak 

sesuai
2,00 1,00 2,00

Laporan hasil bindal tidak tepat waktu 2,00 1,00 2,00

2 Tercapainya Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal dan Ekternal  

Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat di proses 2,00 1,00 2,00

3 Terlaksananya Pengawasan Pajak Daerah 

Pekerjaan banyak yang tidak terselesaikan 2,00 1,00 2,00

Tidak Ketersediaanya Kendaraan Oprasional untuk Pengawasan 2,00 1,00 2,00

Serang,         September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dalam satu tahun



No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1
Terlaksananya Pengendalian 

Penerimaan Pajak Daerah 

Penggunaan SKPD dengan 

transaksi pada system PKB dan 

BBNKB sering tidak sesuai

Kesesuaian Penggunaan SKPD dengan 

Transaksi pada Sistym PKB dan BBNKB Pembinaan dengan turun 

langsung ke UPTD-UPTD PPD

E

Laporan hasil bindal tidak tepat 

waktu
Laporan bindal dengan tepat waktu Laporan Triwulanan

E

2

Tercapainya Tindak Lanjut hasil 

pemeriksaan Internal dan 

Ekternal  
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan 

Hasil Pemeriksaan terlambat di 

proses

Proses penyelesaian TLHP cepat diproses

Segera menyampaikan hasil 

temuan ke pejabat atau pegawai 

yang bersangkutan

E

3
Terlaksananya Pengawasan 

Penerimaan Pajak Daerah

Pekerjaan banyak yang tidak 

terselesaikan

menyusun dan memberikan pemahaman 

regulasi terkait dengan monitoring pendapatan 

terhadap SDM yang ada 

Pemahaman SDM hanya 

berdasarkan pengalaman dari 

tenaga yang terdahulu

E SDM berpengalaman pada 

bidangnya melalui pendidikan 

dan pelatihan

Tidak Ketersediaanya Kendaraan 

Oprasional untuk Pengawasan

mengusulkan pengadaan kendaraan dinas 

untuk di adakan 

sudah ada pemeriksaan kondisi 

kendaraan

E mengusulkan anggaran untuk 

pembelian kendaraan 

oprasional

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

: Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dalam satu tahun

Petunjuk Pengisian



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
Nama Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1
Terlaksananya Pengendalian Penerimaan 

Pajak Daerah 
Penggunaan SKPD dengan transaksi pada system 

PKB dan BBNKB sering tidak sesuai

Pimpinan meminta petugas operator untuk 

membuat lapoan harian
bulan Kabid Rendalev

Laporan hasil bindal tidak tepat waktu
Akan dibuatkan surat teguran yang tidak 

menyampaikan laporan tidak tepat waktu
bulan Kabid Rendalev

2
Tercapainya Tindak Lanjut hasil 

pemeriksaan Internal dan Ekternal  
Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan terlambat di proses

Akan memberikan teguran yang terlambat 

penyampaian hasil penyelesaian TLHP
Semesteran Kabid Rendalev

3
Terlaksananya Pengawasan Penerimaan 

Pajak Daerah

Pekerjaan banyak yang tidak terselesaikan
SDM berpengalaman pada bidangnya melalui 

pendidikan dan pelatihan
30 Hari Kabid Rendalev

Tidak Ketersediaanya Kendaraan Oprasional 

untuk Pengawasan

mengusulkan anggaran untuk pembelian 

kendaraan oprasional
1 Tahun Kabid Rendalev

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dalam satu tahun

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Terlaksananya 

Pengendalian Penerimaan 

Pajak Daerah 

Penggunaan SKPD dengan 

transaksi pada system PKB 

dan BBNKB sering tidak 

sesuai

Pimpinan meminta petugas 

operator untuk membuat 

lapoan harian bulan Kabid Rendalev

Membuat surat edaran 

ke UPTD untuk 

mencatat laporan 

harian
bulan

Kasubid Bindal

Laporan hasil bindal tidak 

tepat waktu

Akan dibuatkan surat teguran 

yang tidak menyampaikan 

laporan tidak tepat waktu bulan Kabid Rendalev

Membuat surat 

teguran ke UPTD 

terhadap 

keterlambatan 

penyampaian laporan

bulan

Kasubid Bindal

2

Tercapainya Tindak Lanjut 

hasil pemeriksaan Internal 

dan Ekternal  

Penyelesaian Tindak Lanjut 

Laporan Hasil Pemeriksaan 

terlambat di proses

Akan memberikan teguran 

yang terlambat penyampaian 

hasil penyelesaian TLHP

Semesteran

Kabid Rendalev

Membuat surat 

teguran ke UPTD atas 

keterlambatan 

Semesteran

Kasubid Monev

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dalam satu tahun



3

Terlaksananya 

Pengawasan Penerimaan 

Pajak Daerah

Tidak Ketersediaanya 

Kendaraan Oprasional 

untuk Pengawasan

mengusulkan anggaran untuk 

pembelian kendaraan 

oprasional

1 Tahun

Kabid Rendalev

mengusulkan 

anggaran untuk 

pembelian kendaraan 

oprasional

Kasubid Monev

Tidak Ketersediaanya 

Kendaraan Oprasional 

untuk Pengawasan

mengusulkan anggaran untuk 

pembelian kendaraan 

oprasional

1 Tahun

Kabid Rendalev

mengusulkan 

anggaran untuk 

pembelian kendaraan 

oprasional

Kasubid Monev

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 003

Petunjuk Pengisian



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terlaksananya Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah

Tercapainya  Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah

Terlaksananya kegiatan 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Tahun 2022

Catatan: Serang,       September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Provinsi Banten

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah                                                                                                       : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan                                                                                             : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan                                                                                                           : Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022

(1) (2) (3) (4)

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022

Tidak berjalannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke UPTD PPD dan 

OPD Penghasil
Pembatasan wilayah karena pandemi

Informasi terbaru mengenai UPTD PPD dan OPD Penghasil 

tidak diketahui

Laporan realisasi bulanan UPTD PPD tidak bisa direkap tepat waktu UPTD PPD mengirim laporan realisasi bulanan terlambat Realisasi bulanan UPTD PPD terlambat dilaporkan

Perbedaan informasi yang dimiliki Bapenda Pusat dengan keadaan 

sebenarnya di UPTD PPD
Tidak adanya Surat Pemberitahuan dari UPTD PPD Informasi yang dimiliki salah

Serang,       September 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

No. Pernyataan Risiko Dampak

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab



Lampiran 3

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5=3X4

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Tahun 2022

Tidak berjalannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke 

UPTD PPD dan OPD Penghasil
2 2 4

Laporan realisasi bulanan UPTD PPD tidak bisa 

direkap tepat waktu
3 2 6

Perbedaan informasi yang dimiliki Bapenda Pusat 

dengan keadaan sebenarnya di UPTD PPD
1 1 1

Serang,       September 2021
1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah
3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Provinsi Banten
4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2022



Lampiran 4

No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan
Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksananya kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Tahun 2022

Tidak berjalannya kegiatan Monitoring 

dan Evaluasi ke UPTD PPD dan OPD 

Penghasil

Pelaksanaan kegiatan Monitoring 

dan Evaluasi ke UPTD PPD dan 

OPD Penghasil

Pelaksanaan kegiatan 

monitoring dan evaluasi ke 

UPTD PPD dan OPD 

Penghasil

Cara alternatif untuk terus memperbarui 

informasi tentang UPTD PPD dan OPD 

Penghasil apabila kegiatan monitoring dan 

evaluasi secara langsung tidak dapat 

dilakukan

Laporan realisasi bulanan UPTD PPD 

tidak bisa direkap tepat waktu

Laporan realisasi bulanan UPTD 

PPD dilaksanakan tepat waktu

Beberapa UPTD PPD 

terlambat melaporkan laporan 

realisasi pendapatan bulanan

Ketepatan UPTD PPD melaporkan laporan 

realisasi pendapatan bulanan

Perbedaan informasi yang dimiliki 

Bapenda Pusat dengan keadaan 

sebenarnya di UPTD PPD

Kesamaan informasi yang dimiliki 

Bapenda Pusat dengan keadaan 

sebenarnya di UPTD PPD

Keadaan di UPTD PPD telah 

terjadi perubahan tetapi di 

Bapenda Pusat masih 

mengetahui informasi yang 

lama

UPTD PPD mengirim Surat Pemberitahuan 

jika terjadi perubahan pada UPTD PPD 

masing-masing

Serang,       September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

YANG HARUS ADA 
YANG SUDAH ADA

YANG MASIH DIBUTUHKAN

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.



Lampiran 7

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022

Tidak berjalannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke 

UPTD PPD dan OPD Penghasil

Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

secara rutin ke UPTD PPD dan OPD Penghasil
1 Bulan Kepala Bidang

Laporan realisasi bulanan UPTD PPD tidak bisa direkap 

tepat waktu

Menugaskan salah satu pegawai sebagai time 

keeper  untuk mengingatkan UPTD PPD untuk 

melaporkan laporan realisasi pendapatan sesuai 

dengan UPTD PPD masing-masing
1 Bulan Kepala Bidang

Perbedaan informasi yang dimiliki Bapenda Pusat dengan 

keadaan sebenarnya di UPTD PPD

Melakukan update data dan informasi secara 

simultan
1 Bulan Kepala Bidang

Serang,       September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022



Lampiran 9

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian
Target 

Waktu
Penanggung Jawab Uraian

Realisasi 

Waktu
Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

Terlaksananya kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Tahun 2022

Tidak berjalannya kegiatan Monitoring 

dan Evaluasi ke UPTD PPD dan OPD 

Penghasil

Melakukan kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi 

secara rutin ke UPTD PPD 

dan OPD Penghasil

1 Bulan Kepala Bidang

Melaksanakan kegiatan monitoring 

dan evaluasi secara rutin ke UPTD 

PPD dan OPD Penghasil

1 Bulan

Laporan realisasi bulanan UPTD PPD 

tidak bisa direkap tepat waktu

Menugaskan salah satu 

pegawai sebagai time keeper 

untuk mengingatkan UPTD 

PPD untuk melaporkan 

1 Bulan Kepala Bidang Penugasan time keeper 1 Bulan

Perbedaan informasi yang dimiliki 

Bapenda Pusat dengan keadaan 

sebenarnya di UPTD PPD

Melakukan update data dan 

informasi secara simultan
1 Bulan Kepala Bidang

Melakukan rapat koordinasi dengan 

UPTD PPD
1 Bulan

Serang,       September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Badan Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Provinsi Banten

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPAR SOHARI

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19630304 199102 1 004

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

(per tolok ukur)

Tujuan Kegiatan Nama PPTK

1 2 3 4 5 6                                              

1. tercapainya penyelenggaran 

pemerintahan akutable, efektif dan 

efisien.

Ahmad Budiman, SE., MM

2. Optimalnya Pendapatan 

Daerah

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022

Penagiahan Pajak Daerah 1 Terwujudnya kelembagaan 

pemerintah daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, 

transparan,akuntabel dan 

sumberdaya apartur 

berintegritas, berkompetensi 

serta melayani masyarakat

menciptakan tatakelola 

pemerintahan yang baik ( good 

govermance )

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP.19790617 200112 1 002

Serang,       September 2021

1. Sinergitas Pelayanan 

Wajib Pajak  

2. Razia Pajak Kendaran 

Bermotor                                                                          

3. Diseminasi Pajak Daerah



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah 

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Nama PPTK : Ahmad Budiman

Tujuan Kegiatan                1. Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak  

2. Razia Pajak Kendaran Bermotor                                                                          

3. Diseminasi Pajak Daerah

(1) (2) (3) (4)

1 Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak

Persiapan :

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan 

tidak tepat

1. perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dapat 

berubah-ubah

1. kegiatan tidak berjalan sesuai harapan

Pelaksanaan

1. Rendahnya Pertisipasi Stakeholer 

Pajak daerah dalam pelaksanaan 

kegiatan

1. Terbatasnya penganggaran pelaksanaan kegiatan 1. pelaksanaan kegiatan menjadi sangat 

terbatas

2. tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan

2. masyarakat wajib pajak tidak 

mendapatkan informasi pelayanan dan 

pengelolaan pajak daerah

1. rendahnya komitmen pelaku wajib pajak dalam 

penyebaran informasi

1. terdapat masyarakat yang kurang peduli 

terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah

Razia Pajak kendaraan Bermotor

1. PERENCANAAN

1. Belum terbentuknya agenda 

tahunan pelaksanaan Razia Pajak 

Kendaraan Bermotor

a. Petugas Razia Pajak Kendaraan Bermotor harus 

melibatkan instasnsi lain dalam pelaksanaanya

Tidak adanya agenda razia pajak kendaraan 

bermotor secara tematik

PELAKSANAAN

1. Penetapan Pelaksanaan Razia 

Pajak Kendaraan Bermotor
a. Belum tersusunnya data wajib pajak potensi

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

saat razia kurang Maksimal

2. Belum sinerginya razia dengan 

agenda Operasi Kendaraan Bermotor
a. kurangnya pemahaman terhadap kinerja antar instansi Masyarakat kurang memahami kegiatan razia

Diseminasi Pajak Daerah

PERSIAPAN

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan 

tidak tepat

1. perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dapat 

berubah-ubah

1. kegiatan tidak berjalan sesuai harapan

PELAKSANAAN 

1. Rendahnya Pertisipasi Mahasiswa 

dalam pelaksanaan kegiatan

1. Terbatasnya penganggaran pelaksanaan kegiatan 1. pelaksanaan kegiatan menjadi sangat 

terbatas

2. tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan

2. Mahasiswa yang sudah menjadi 

wajib pajak tidak mendapatkan 

informasi pelayanan dan pengelolaan 

pajak daerah

1. rendahnya komitmen pelaku wajib pajak dalam 

penyebaran informasi

1. terdapat mahasiswa yang kurang peduli 

terhadap kewajiban pembayaran pajak 

kendaraan bermotor

Serang,       September 2021

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP.19790617 200112 1 002

DAFTAR RISIKO

DampakNo. Pernyataan Risiko Penyebab

Pemerintah Provinsi Banten



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah 

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Nama PPTK : Ahmad Budiman

Tujuan : 1. Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak 

  2. Razia Pajak Kendaraan Bermotor 

  3. Diseminasi Pajak Daerah

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak

Persiapan :

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak 

tepat
3,70 3,60 13,32

Pelaksanaan
1. Rendahnya Pertisipasi Stakeholer 

Pajak daerah dalam pelaksanaan 

kegiatan

3,20 3,30 10,56

2. masyarakat wajib pajak tidak 

mendapatkan informasi pelayanan dan 

pengelolaan pajak daerah

2,40 2,40 5,76

Razia Pajak kendaraan Bermotor

1. PERENCANAAN
1. Belum terbentuknya agenda tahunan 

pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan 

Bermotor

3,10 2,70 8,37

PELAKSANAAN

1. Penetapan Pelaksanaan Razia Pajak 

Kendaraan Bermotor
3,20 3,60 11,52

2. Belum sinerginya razia dengan agenda 

Operasi Kendaraan Bermotor
2,90 3,70 10,73

Diseminasi Pajak Daerah

PERSIAPAN

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak 

tepat
3,15 3,65 11,50

PELAKSANAAN 

1. Rendahnya Pertisipasi Mahasiswa 

dalam pelaksanaan kegiatan 3,25 3,35 10,89

2. Mahasiswa yang sudah menjadi wajib 

pajak tidak mendapatkan informasi 

pelayanan dan pengelolaan pajak daerah
2,45 2,35 5,76

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten



No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 

5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak
Skala 

Nilai

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

1

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah 

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Nama PPTK : Ahmad Budiman

Tujuan Kegiatan : 1. Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak 

  2. Razia Pajak Kendaraan Bermotor 

  3. Diseminasi Pajak Daerah

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak

Persiapan :

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak tepat

Agenda kegiatan disusun dan 

disampaikan kepada 

stakeholder pajak daerah

Koordinasi kepada 

stakeholder pajak daerah

Pelaksanaan

1. Rendahnya Pertisipasi Stakeholer Pajak daerah dalam pelaksanaan 

kegiatan

pemanfaatan media informasi 

yang lebih efektif dan tersebar

memaksimalkan 

anggaran dan 

pemanfaatan informasi 

yang lebih tepat sasaran

2. masyarakat wajib pajak tidak mendapatkan informasi pelayanan dan 

pengelolaan pajak daerah

kerjasama dengan penyedia 

jasa informasi
MOU dan peratauran 

Razia Pajak kendaraan Bermotor

1. PERENCANAAN

1. Belum terbentuknya agenda tahunan pelaksanaan Razia Pajak 

Kendaraan Bermotor

Tematik Razia Kendaraan 

Bermotor yang berisi 

Himbauan, Ajakan dan 

Penindakan

Peraturan/kebijakan yang 

mengakomodir 

terlaksananya agenda 

Razia PKB Tahunan

PELAKSANAAN

1. Penetapan Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan Razia PKB 

diinfokan kepada Bapenda

KE

Database Sebaran 

Tunggakan dan Potensi 

yang harus selalu 

diperbarui

2. Belum sinerginya razia dengan agenda Operasi Kendaraan Bermotor

sinergitas dengan instansi 

terkait dalam pelaksanaan 

Razia PKB

Rapat Koordinasi Tim 

Pembina Samsat
KE FGD yang Lebih Efektif

Diseminasi Pajak Daerah

PERSIAPAN

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak tepat

Agenda kegiatan disusun dan 

disampaikan kepada pihak 

kampus dan mahasiswa di 

wilayah provinsi banten

Koordinasi kepada pihak 

kampus dan mahasiswa 

PELAKSANAAN 

1. Rendahnya Pertisipasi Mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan media informasi 

yang lebih efektif dan tersebar

memaksimalkan 

anggaran dan 

pemanfaatan informasi 

yang lebih tepat sasaran

2. Mahasiswa yang sudah menjadi wajib pajak tidak mendapatkan informasi 

pelayanan dan pengelolaan pajak daerah

kerjasama dengan pihak 

kampus
MOU dan peratauran 

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah 

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Nama PPTK : Ahmad Budiman

Tujuan Kegiatan : 1. Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak 

  2. Razia Pajak Kendaraan Bermotor 

  3. Diseminasi Pajak Daerah

1 2 3 4 5 6

Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak

Persiapan :

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak tepat Koordinasi kepada stakeholder pajak daerah
Tahun 2022

Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

Pelaksanaan

1. Rendahnya Pertisipasi Stakeholer Pajak daerah 

dalam pelaksanaan kegiatan

memaksimalkan anggaran dan pemanfaatan 

informasi yang lebih tepat sasaran
Tahun 2022

Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

2. masyarakat wajib pajak tidak mendapatkan 

informasi pelayanan dan pengelolaan pajak 

daerah

MOU dan peratauran 
Tahun 2022

Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

Razia Pajak kendaraan Bermotor

1. PERENCANAAN

1. Belum terbentuknya agenda tahunan 

pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan/kebijakan yang mengakomodir 

terlaksananya agenda Razia PKB Tahunan
Tahun 2022

Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

PELAKSANAAN

1. Penetapan Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan 

Bermotor

Database Sebaran Tunggakan dan Potensi yang 

harus selalu diperbarui
Tahun 2022

Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

2. Belum sinerginya razia dengan agenda Operasi 

Kendaraan Bermotor

FGD yang Lebih Efektif
Tahun 2022

Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

Diseminasi Pajak Daerah

PERSIAPAN

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak tepat Koordinasi kepada pihak kampus dan mahasiswa Tahun 2022
Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

PELAKSANAAN 

1. Rendahnya Pertisipasi Mahasiswa dalam 

pelaksanaan kegiatan

memaksimalkan anggaran dan pemanfaatan 

informasi yang lebih tepat sasaran
Tahun 2022

Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

2. Mahasiswa yang sudah menjadi wajib pajak 

tidak mendapatkan informasi pelayanan dan 

pengelolaan pajak daerah

MOU dan peratauran Tahun 2022
Kasubid penerimaan dan 

Penagihan

Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

KeteranganNo. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian Target Waktu

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP.19790617 200112 1 002

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah
Serang,      September 2021



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah 

Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Nama PPTK : Ahmad Budiman

Tujuan Kegiatan : 1. Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak 

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sinergitas Pelayanan Wajib Pajak

Persiapan :

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak tepat Koordinasi kepada stakeholder pajak 

daerah Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

Pelaksanaan

1. Rendahnya Pertisipasi Stakeholer Pajak daerah dalam pelaksanaan 

kegiatan

memaksimalkan anggaran dan 

pemanfaatan informasi yang lebih 

tepat sasaran
Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

2. masyarakat wajib pajak tidak mendapatkan informasi pelayanan dan 

pengelolaan pajak daerah

MOU dan peratauran 

Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

2 Razia Pajak kendaraan Bermotor

1. PERENCANAAN

1. Belum terbentuknya agenda tahunan pelaksanaan Razia Pajak 

Kendaraan Bermotor

Peraturan/kebijakan yang 

mengakomodir terlaksananya 

agenda Razia PKB Tahunan

Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

PELAKSANAAN

1. Penetapan Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Database Sebaran Tunggakan dan 

Potensi yang harus selalu diperbarui Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

2. Belum sinerginya razia dengan agenda Operasi Kendaraan Bermotor

FGD yang Lebih Efektif

Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

3 Diseminasi Pajak Daerah

PERSIAPAN

1.Penetapan pelaksanaan kegiatan tidak tepat
Koordinasi kepada pihak kampus 

dan mahasiswa 
Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

PELAKSANAAN 

1. Rendahnya Pertisipasi Mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan

memaksimalkan anggaran dan 

pemanfaatan informasi yang lebih 

tepat sasaran

Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

2. Mahasiswa yang sudah menjadi wajib pajak tidak mendapatkan 

informasi pelayanan dan pengelolaan pajak daerah
MOU dan peratauran Tahun 2022

Kasubid 

penerimaan dan 

Penagihan

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Pelaksanaan RTP

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

Serang,       September 2021

NIP.19790617 200112 1 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Pengelolaan Pendapatan Daerah
1 Menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan efektif, 

efisien, transparan, akuntabel dan 

sumber daya aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif dan 

efisien

2. Pendapatan daerah yang optimal

Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Intensifikasi

Pendataan dan Penetapan Pajak

Daerah untuk Peningkatan

Pajak Daerah               

: Pendataan dan Pendaftaran

Objek Pajak Daerah 

Catatan: Serang,         September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra Pada Badan Pendapatan Daerah

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Banten

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan               : Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan 

Pajak Daerah               

: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

(1) (2) (3) (4)

Laporan hasil penelusuran kendaraan 

bermotor tidak sesuai target

Pelaksanaan penelusuran yang dilakukan tidak optimal Target penyelesaian penelusuran kendaraan bermotor tidak 

tercapai
Penyelesaian persoalan  perusahaan 

selaku wajib Pajak Air Permukaan yang 

mengambil dan/atau memanfaatkan air 

permukaan secara flat, dicatat oleh 

instansi terkait dan perpanjangan izin 

SIPPA tidak terselesaikan

Kebijakan dari instansi terkait Masih adanya  perusahaan yang belum mendapatkan SIPPA 

serta penetapan besaran Pajak dikhawatirkan tidak sesuai 

dengan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan

Keterlambatan penyusunan laporan 

pendataan Pajak Daerah tidak tepat waktu

Penyampaian laporan tidak tepat waktu Proses penyusunan laporan pendataan Pajak Daerah 

terhambat

Serang,         September 2021

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Pada Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

No. Pernyataan Risiko Dampak



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5=3X4

Laporan hasil penelusuran kendaraan bermotor 

tidak sesuai target
2,00 2,00 4,00

Penyelesaian persoalan  perusahaan selaku 

wajib Pajak Air Permukaan yang mengambil 

dan/atau memanfaatkan air permukaan secara 

flat, dicatat oleh instansi terkait dan 

perpanjangan izin SIPPA tidak terselesaikan

3,00 2,00 6,00

Keterlambatan penyusunan laporan pendataan 

Pajak Daerah tidak tepat waktu
3,00 2,00 6,00

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  

Peningkatan Pajak Daerah               

: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah



Lampiran 4

No Kriteria Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin  terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

Laporan hasil penelusuran 

kendaraan bermotor tidak sesuai 

target

Peningkatan kinerja Juknis Penelusuran 
E

Surat Edaran Kepala Badan
 

Penyelesaian persoalan  

perusahaan selaku wajib Pajak 

Air Permukaan yang mengambil 

dan/atau memanfaatkan air 

permukaan secara flat, dicatat 

oleh instansi terkait dan 

perpanjangan izin SIPPA tidak 

terselesaikan

Update Data perusahaan 

selaku wajib pajak Air 

Permukaan

Data Wajib Pajak Air 

Permukaan

E

koordinasi intensif dengan 

instansi terkait

Keterlambatan penyusunan 

laporan pendataan Pajak Daerah 

tidak tepat waktu

Laporan pendataan Pajak 

Daerah

Surat Edaran
E

Surat Edaran ditindaklanjuti 

dengan koordinasi

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah               

: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

Petunjuk Pengisian



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Laporan hasil penelusuran kendaraan bermotor tidak 

sesuai target
Juknis Penelusuran 12 Bulan Kepala Badan

Penyelesaian persoalan  perusahaan selaku wajib Pajak 

Air Permukaan yang mengambil dan/atau memanfaatkan 

air permukaan secara flat, dicatat oleh instansi terkait dan 

perpanjangan izin SIPPA tidak terselesaikan

Data Wajib Pajak Air Permukaan 2 Bulan

Kepala Bidang

Keterlambatan penyusunan laporan pendataan Pajak 

Daerah tidak tepat waktu
Surat Edaran 1 Tahun

Kepala Bidang

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan Pajak Daerah               

: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Target Waktu Penanggung Jawab



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian
Target 

Waktu

Penanggung 

Jawab
Uraian

Realisasi 

Waktu
Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

Laporan hasil penelusuran kendaraan 

bermotor tidak sesuai target
Juknis Penelusuran 12 Bulan Kepala Badan

Penyelesaian persoalan  perusahaan selaku 

wajib Pajak Air Permukaan yang mengambil 

dan/atau memanfaatkan air permukaan secara 

flat, dicatat oleh instansi terkait dan 

perpanjangan izin SIPPA tidak terselesaikan

Data Wajib Pajak Air 

Permukaan
2 Bulan Kepala Bidang

Keterlambatan penyusunan laporan pendataan 

Pajak Daerah tidak tepat waktu

Surat Edaran 1 Tahun Kepala Bidang

Serang,         September 2021

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. Pada Badan Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4. Provinsi Banten

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian 

AHMAD BUDIMAN

NIP. 197906172001121002

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko

 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Terlaksananya Intensifikasi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk  Peningkatan 

Pajak Daerah               

: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta 

melayani masyarakat

1. Tercapainya 

penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, 

efektif dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Pengolahan, Pemeliharaan, 

dan Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah

Terlaksananya 

Pengolahan, 

Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah 

Catatan: Serang,      September 2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra dan Evaluasi Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

Daftar Tujuan Kegiatan

APBD Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

(1) (2) (7)

1

Pelaksanaan 

Pengembangan 

Sistem Aplikasi  IT 

Samsat dan sistem 

informasi 

Pendapatan Daerah 

tidak sesuai jadwal

Tidak tersedianya kebutuhan 

Pengembangan Perangkat IT 

Samsat dan sistem informasi 

Pendapatan Daerah secara 

berkala

Kurang Maksimalnya 

Pelayanan Penerimaaan 

Pendapatan Daerah

2

Informasi 

Pendapatan Daerah 

yang tidak 

tersampaikan secara 

berkala

Tidak tersedianya kebutuhan -  

sistem /aplikasi sesuai dengan 

kebutuhan 

Kurang memadainya informasi 

yang tersampaikan tentang 

Informasi Pendapatan Daerah 

dan memberikan kemudahan 

dalam mengakses informasi 

layanan 

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak 

Daerah

: Badan Pendapatan Daerah

: Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 

Data Pajak Daerah 

Serang,      September 2021

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pendapatan Daerah

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

No. Pernyataan Risiko DampakPenyebab



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko
Skor 

Kemungkinan

Skor 

Dampak
Skor Status

1 2 3 4 5

1

Pelaksanaan Pengembangan 

Sistem Aplikasi  IT Samsat dan 

sistem informasi Pendapatan 

Daerah tidak sesuai jadwal

3,00 2,00 6,00

2

Informasi Pendapatan Daerah 

yang tidak tersampaikan secara 

berkala

3,00 2,00 6,00

1 Kolom 1 berisi no urut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risikodan Evaluasi Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, 

dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 

: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan 

Basis Data Pajak Daerah

Serang,      September 2021



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi 

tidak diabaikan
Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 

3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 

2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50
Mungkin  terjadi kira-kira 

sekali dalam setahun
Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 

5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Pelaksanaan 

Pengembangan 

Sistem Aplikasi  IT 

Samsat dan sistem 

informasi 

Pendapatan Daerah 

tidak sesuai jadwal

Sistem Informasi Pendapatan 

Daerah 

Integrasi dan Services Database 

Sistem Aplikasi

KE Data Pembangunan 

Sektoral yang sesuai 

kebutuhan organisasi

2 Informasi 

Pendapatan Daerah 

yang tidak 

tersampaikan secara 

berkala

Pengembangan Jaringan 

Perangkat IT Samsat dan sistem 

informasi Pendapatan Daerah 

yang diperlukan

Sistem Pelayanan Kesamsatan 

secara umum

KE Kebutuhan Pengembangan 

Perangkat IT Samsat dan 

sistem informasi 

Pendapatan Daerah yang 

diperlukan

1 Kolom 1 berisi no urut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko dan Evaluasi Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan.

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

Serang,      September 2021

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

: Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 

Petunjuk Pengisian



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1

Pelaksanaan 

Pengembangan 

Sistem Aplikasi  IT 

Samsat dan sistem 

informasi Pendapatan 

Daerah tidak sesuai 

jadwal

Integrasi dan Services Database 

Sistem Aplikasi
1 Tahun Anggaran Kepala Bidang Renbang

2

Informasi Pendapatan 

Daerah yang tidak 

tersampaikan secara 

berkala

Sistem Pelayanan Kesamsatan 

secara umum
1 Tahun Anggaran Kepala Bidang Renbang

1 Kolom 1 berisi no urut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko dan Evaluasi Pendapatan Daerah
3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

Target Waktu Penanggung Jawab

Serang,      September 2021

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko
Uraian Rencana Tindak 

Pengendalian

: Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pelaksanaan 

Pengembangan 

Sistem Aplikasi  IT 

Samsat dan sistem 

informasi Pendapatan 

Daerah tidak sesuai 

jadwal

Integrasi dan Services Database 

Sistem Aplikasi
1 Tahun Anggaran

Kepala Bidang 

Renbang

2

Informasi Pendapatan 

Daerah yang tidak 

tersampaikan secara 

berkala

Sistem Pelayanan Kesamsatan 

secara umum
1 Tahun Anggaran

Kepala Bidang 

Renbang

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3. dan Evaluasi Pendapatan Daerah

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 

Serang,      September 2021



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

1 2 3 5

Catatan: Serang,                       2022

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta 

melayani masyarakat

Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah

Sasaran Perangkat Daerah

4

Pendapatan daerah yang optimal

Tujuan Kegiatan

6

Daftar Tujuan Kegiatan

Tahun Anggaran 2022

Terselenggaranya Kerjasama Badan 

Pendapatan Daerah

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

(good governance)



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan               :

(1) (2) (3) (4)

Penyelenggaraan Kerjasama Badan 

Pendapatan Daerah

1 Penyampaian surat permohonan 

Narasumber belum ditindaklanjuti oleh 

OPD yang diminta  

Surat permohonan narasumber belum 

diterima oleh pimpinan OPD terkait

2 Kurangnya koordinasi dengan PARA 

PIHAK (antar Perbankan)

kurangnya komunikasi yang aktif dari 

pihak perbankan 

3 Waktu pelaksanaan penandatanganan 

tidak tepat waktu

Ketidak hadiran pimpinan pihak 

perbankan

Serang,                       2022

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Penyebab Dampak

Tidak tercapainya Kesepakatan antar 

perbankan dalam kemudahan pembayaran 

Pajak Daerah  

No.
Pernyataan Risiko

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Terselenggaranya Kerjasama Badan 

Pendapatan Daerah



Lampiran 3

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan               :

No Uraian Risiko Skor Dampak Skor Status

1 2 4 5=3x4

Penyelenggaraan Kerjasama Badan 

Pendapatan Daerah

1 Penyampaian surat permohonan 

Narasumber belum ditindaklanjuti oleh 

OPD yang diminta  

3,00 1,00 3,00

2 Kurangnya koordinasi dengan PARA 

PIHAK (antar Perbankan)
2,00 2,00 4,00

3 Waktu pelaksanaan penandatanganan 

tidak tepat waktu
2,00 2,00 4,00

Serang,                       2022

1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar RisikoKepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

5 Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

Skor Kemungkinan

3

Terselenggaranya Kerjasama Badan Pendapatan Daerah



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi 

tidak diabaikan
Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 

3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 

2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50
Mungkin  terjadi kira-kira 

sekali dalam setahun
Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4



Lampiran 

5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan 1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah



Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan :

URAIAN E/ KE/ TE

2 3 4 5 6 7

Terselenggaranya 

Kerjasama Badan 

Pendapatan Daerah

keterlibatan tenaga 

ahli/narasumber yang mumpuni

menggunakan SDM/ASN 

yang telah ada

E

Penambahan SDM yang Cukup 

baik dari Kualitas dan Kuantitas

Penambahan SDM yang 

Cukup baik dari Kualitas 

dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana E

Koordinasi dengan Instansi 

Terkait

Koordinasi dengan Instansi 

Terkait

E

Serang,                       2022

Kolom 1 berisi no urut

Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan.

Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Petunjuk Pengisian

Terselenggaranya Kerjasama Badan Pendapatan Daerah

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

N

O
RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN



Lampiran 7

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan :

1 2 4 5 6

Penyelenggaraan Kerjasama Badan 

Pendapatan Daerah

1
Penyampaian surat permohonan Narasumber 

belum ditindaklanjuti oleh OPD yang diminta  

Pimpinan memerintahkan untuk berkoordinasi 

dengan unsur dengan OPD terkait
Bulan

Kasubid Keberatan dan 

Restitusi Pajak Daerah

2
Kurangnya koordinasi dengan PARA PIHAK 

(antar Perbankan)

Pimpinan memerintahkan untuk berkoordinasi 

dengan unsur Para Pihak Perbankan
Bulan

Kasubid Keberatan dan 

Restitusi Pajak Daerah

3
Waktu pelaksanaan penandatanganan tidak 

tepat waktu

Pimpinan memerintahkan untuk konfirmasi ke 

perbankan
Bulan

Kasubid Keberatan dan 

Restitusi Pajak Daerah

Serang,                       2022

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko    Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

AHMAD BUDIMAN, SE, MM

NIP. 19790617 200112 1 002

Terselenggaranya Kerjasama Badan Pendapatan Daerah

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

KeteranganUraian Rencana Tindak Pengendalian

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Target Waktu Penanggung Jawab

3



Lampiran 9

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Nama Kegiatan : Peningkatan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan :

Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 4 5 6 7 8

Penyelenggaraan 

Kerjasama Badan 

Pendapatan Daerah

1 Penyampaian surat 

permohonan Narasumber 

belum ditindaklanjuti oleh 

OPD yang diminta  

2 Kurangnya koordinasi 

dengan PARA PIHAK (antar 

Perbankan)

3 Waktu pelaksanaan 

penandatanganan tidak tepat 

waktu

Serang,                       2022

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian AHMAD BUDIMAN, SE, MM
8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19790617 200112 1 002

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
Pelaksanaan RTP

Terselenggaranya Kerjasama Badan Pendapatan 

Daerah

 Rencana Tindak Pengendalian

Uraian

3



Lampiran 1

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance)

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan 

daerah yang berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

sumber daya aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan akuntabel, efektif dan 

efisien

2. Pendapatan daerah yang optimal

Perencanaan Pengelolaan 

Pajak Daerah

Tersusunnya Perencanaan 

Pengelolaan Pajak Daerah 

Catatan: Serang,                          2021

1. Kolom 1 berisi nomor urut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra dan Evaluasi Pendapatan Daerah

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

Daftar Tujuan Kegiatan

APBD Tahun Anggaran 2022



Lampiran 2

Perangkat Daerah           .

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

(1) (2) (7)

1

Potensi Pendapatan 

Daerah belum optimal 

tergali

Belum terintegrasinya Data 

Potensi Pendapatan 

Pelaksanaan Pemutakhiran Data 

Potensi Pendapatan Daerah tidak 

maksimal

2

NJKB untuk kendaran 

baru tidak bisa 

ditetapkan

- Kesulitan mencari harga 

pasaran umum khususnya 

untuk kendaraan keluaran baru  

Untuk NJKB kendaraan baru tidak 

dapat dimasukan ke regulasi 

NJKB

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Penyebab

: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

: Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 

Serang,                          2021
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pendapatan Daerah

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

No. Pernyataan Risiko Dampak



Lampiran 3

Perangkat Daerah .

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko
Skor 

Kemungkinan

Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1
Potensi Pendapatan Daerah belum optimal 

tergali
3,00 2,00 6,00

2
NJKB untuk kendaran baru tidak bisa 

ditetapkan
3,00 2,00 6,00

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

Serang,                          2021
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pendapatan Daerah

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

: Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak 

Daerah 

: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah



No
Kriteria 

Kemungkinan 

Definisi Kriteria 

Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi 

tidak diabaikan
Probabilitas rendah, tetapi 

lebih besar dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 

3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 

50%, tetapi masih cukup 

tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 

2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau 

peluang 50/50
Mungkin  terjadi kira-kira 

sekali dalam setahun
Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali 

dalam setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 

5

No
Kriteria 

Dampak
Definisi Kriteria Dampak

Skala 

Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah .

Nama Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7

1 Potensi Pendapatan 

Daerah belum optimal 

tergali

data potensi Pendapatan Daerah 

yang sesuai dan terintegrasi

data potensi pendapatan 

daerah secara terpisah

KE Data Potensi Pendapatan 

Daerah yang akurat dan 

terintegrasi

3 NJKB untuk kendaran baru 

tidak bisa ditetapkan

Harga pasaran Umum kendaraan 

untuk kendaraan jenis keluaran 

baru

Harga pasaran Umum 

kendaraan untuk kendaraan 

jenis keluaran lama dan 

tercantum dalam NJKB 

Sebelumnya

KE Harga pasaran Umum 

kendaraan untuk kendaraan 

jenis keluaran baru

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan.

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)

7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

: Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 

Petunjuk Pengisian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

PENGENDALIAN 

KET.
YANG HARUS ADA 

NIP. 19800523 200212 1 006

YANG SUDAH ADA

Serang,                          2021

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pendapatan Daerah

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

YANG MASIH DIBUTUHKAN



Lampiran 7

Perangkat Daerah .
Nama Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1 Potensi Pendapatan Daerah belum optimal tergali data potensi pendapatan daerah secara terpisah
1 Tahun 

Anggaran
Kepala Bidang Renbang

3 NJKB untuk kendaran baru tidak bisa ditetapkan

Harga pasaran Umum kendaraan untuk kendaraan 

jenis keluaran lama dan tercantum dalam NJKB 

Sebelumnya

1 Tahun 

Anggaran
Kepala Bidang Renbang

Serang,                          2021

1 Kolom 1 berisi no urut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko dan Evaluasi Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

NIP. 19800523 200212 1 006

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

: Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 

Target Waktu Penanggung Jawab

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan



Lampiran 9

Perangkat Daerah .

Nama Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

Uraian Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Potensi Pendapatan Daerah 

belum optimal tergali

data potensi pendapatan 

daerah secara terpisah

1 Tahun 

Anggaran

Kepala Bidang 

Renbang

3 NJKB untuk kendaran baru 

tidak bisa ditetapkan

Harga pasaran Umum 

kendaraan untuk kendaraan 

jenis keluaran lama dan 

tercantum dalam NJKB 

Sebelumnya

1 Tahun 

Anggaran

Kepala Bidang 

Renbang

Serang,                          2021
1 Kolom 1 berisi no urut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian 

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko dan Evaluasi Pendapatan Daerah

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian DR. Tubagus Regiasa Fajar, SE, MTP

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19800523 200212 1 006

Petunjuk Pengisian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
 Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

: Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 



Lampiran 1

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG

No Misi Perangkat Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung 

capaian Sasaran Perangkat 

Daerah

Tujuan Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

(good governance)

Terwujudnya kelembagaan 

pemerintahan daerah yang 

berakhlakul karimah dengan 

efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan sumber daya 

aparatur berintegritas, 

berkompetensi serta melayani 

masyarakat

1. Tercapainya 

penyelenggaraan pemerintahan 

akuntabel, efektif dan efisien

2. Pendapatan daerah yang 

optimal

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah Pada UPTD Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Serang

Tersedianya Sarana Prasarana 

Perkantoran yang mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi administrasi perangkat 

daerah (7 Kegiatan dalam 12 Bulan)

Catatan:

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan Dokumen Renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

5. Kolom 5 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis
6. Kolom 6 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama 

RATU ILOH ROHAYATI, SE, MM

NIP. 19740714 200604 2 002

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Serang,                                  2021

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang



Lampiran 2

Perangkat Daerah           : UPTD PPD Serang

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan               :

(1) (4)

1

a.
Terlambatnya proses pemilihan penyedia

barang/jasa
- Sistem e-kontrak belum berjalan - Jadwal Kegiatan Bergeser

- Penyedia tidak memenuhi persyaratan - Jadwal Kegiatan Bergeser

- Terlambatnya penyusunan HPS - Jadwal Kegiatan Bergeser

- Tidak tersedianya barang di e-catalog - Jadwal Kegiatan Bergeser

b.
Jumlah dan Kualitas barang tidak sesuai

dengan yg dibutuhkan
- Perubahan harga Pasar Inefisien, ketidakekonomisasan, tidak efekif

- Penyusunan RKBMD tidak akurat Inefisien, ketidakekonomisasan, tidak efekif

c. Keterlambatan pembayaran belanja rutin - Tagihan terlambat di terima Inefisien, ketidakekonomisasan, tidak efekif

d Terjadi Pergeseran Anggaran Belanja - Ada Perubahan jadwal yang mendesak - Jadwal Kegiatan Bergeser

- Perubahan peraturan pemerintah - Jadwal Kegiatan Bergeser

Serang,                                  2021

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

RATU ILOH ROHAYATI, SE, MM

NIP. 19740714 200604 2 002

Administrasi Umum Perangkat Daerah

(2) (3)

No. Dampak

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten

Pernyataan Risiko Penyebab

Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (7

Kegiatan dalam 12 Bulan)



Lampiran 3

Perangkat Daerah UPTD PPD Serang

Nama Kegiatan

Tujuan Kegiatan               

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

(1) (2) (3) (4) (5=3x4)

1 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlambatnya proses pemilihan penyedia

barang/jasa
2,60 2,50 6,50

Jumlah dan Kualitas barang tidak sesuai dengan

yg dibutuhkan
2,70 1,90 5,13

Keterlambatan pembayaran belanja rutin 2,40 2,00 4,80

Terjadi Pergeseran Anggaran Belanja 2,00 2,00 4,00

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

4 Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Provinsi Banten

Petunjuk Pengisian

Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi administrasi perangkat daerah (7 Kegiatan dalam 12 Bulan)

Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Serang

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

RATU ILOH ROHAYATI, SE, MM

Provinsi Banten

Serang,                                  2021

NIP. 19740714 200604 2 002



No
Kriteria 

Kemungkinan 
Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar
dari pada nol
Mungkin  terjadi sekali dalam 3 tahun
Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi
masih cukup tinggi
Mungkin  terjadi sekali dalam 2 tahun
Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam
setahun
Kemungkinan terjadi > 50%
Dapat terjadi beberapa kali dalam
setahun

3 Sering 3

4 Sangat Sering 4

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

1 Jarang Sekali 1

2 Jarang 2



Lampiran 5

No
Kriteria 
Dampak

Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

1

4 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 4

2 Rendah

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan 2

3 Tinggi Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan 3

1 Rendah sekali Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan



Perangkat Daerah : UPTD PPD Serang

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

Tujuan Kegiatan :

URAIAN E/ KE/ TE

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

1 Terlambatnya proses pemilihan penyedia

barang/jasa

Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah

E
-

2

Jumlah dan Kualitas barang tidak sesuai

dengan yg dibutuhkan

Daftar Rencana Kebutuhan barang dan 

spesifikasi barang tiap bulan

E
Adanya Jaminan Ketersediaan Anggaran 

untuk ATK dan Cetakan setiap tahunnya

3
Keterlambatan pembayaran belanja rutin Anggaran Kas dan SPD yang sudah 

dibuat
E SPD diterbitkan lebih awal

Serang,                                  2021

1 Kolom 1 berisi no urut2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada/dilakukan.

4 Kolom 4 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.5 Kolom 5 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)7 Kolom 7 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

RATU ILOH ROHAYATI, SE, MM

NIP. 19740714 200604 2 002

Pengajuan anggaran yang harus tepat waktu

Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (7 Kegiatan dalam 12 Bulan)

KET.

PENGENDALIAN 

YANG SUDAH ADA
YANG MASIH DIBUTUHKAN

Petunjuk Pengisian

YANG HARUS ADA 

(3)

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten

NO RISIKO

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Daftar Rencana Kebutuhan barang dan spesifikasi 

barang tiap bulan



Lampiran 7

Perangkat Daerah UPTD PPD Serang

Nama Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

Tujuan Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1
Terlambatnya proses pemilihan

penyedia barang/jasa
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 30 Hari Kepala UPT

2
Jumlah dan Kualitas barang tidak

sesuai dengan yg dibutuhkan

Daftar Rencana Kebutuhan barang dan spesifikasi

barang tiap bulan
30 Hari Kepala UPT

3
Keterlambatan pembayaran

belanja rutin
Perlunya pengajuan pembayaran lebih awal 30 Hari Kepala UPT

Serang,                                  2021

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

RATU ILOH ROHAYATI, SE, MM

NIP. 19740714 200604 2 002

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten

Keterangan

Petunjuk Pengisian

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak Pengendalian

Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (7

Kegiatan dalam 12 Bulan)

Target Waktu Penanggung Jawab



Lampiran 9

Perangkat Daerah : UPTD PPD Serang

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

Tujuan Kegiatan :

Target Waktu Penanggung Jawab Uraian Realisasi Waktu Pelaksana

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Terlambatnya proses

pemilihan penyedia

barang/jasa

30 Hari Kepala UPT
Melaksanakan kegiatan yang 

skala prioritas
30 Hari Para Pejabat Struktural

2

Jumlah dan Kualitas barang

tidak sesuai dengan yg

dibutuhkan

30 Hari Kepala UPT

Melakukan Pencatatan 

Kebutuhan Real Pemakaian 

barang

6 Hari Pengurus Barang

3
Keterlambatan pembayaran

belanja rutin
30 Hari Kepala UPT

Perlunya pengajuan 

pembayaran lebih awal
30 Hari

Bendahara Pengeluaran 

Pembantu

Serang,                                  2021

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 3.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Lampiran 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Lampiran 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang  dilakukan

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian RATU ILOH ROHAYATI, SE, MM

8 Kolom 8 berisi pihak yang  melaksanakan Kegiatan Pengendalian NIP. 19740714 200604 2 002

Petunjuk Pengisian

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten

No. Pernyataan Risiko
Pelaksanaan RTP

Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (7 Kegiatan dalam 12 Bulan)

Uraian

 Rencana Tindak Pengendalian

(3)

Perlunya pengajuan pembayaran lebih awal

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Daftar Rencana Kebutuhan barang dan

spesifikasi barang tiap bulan
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